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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar Huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam Huruf Latin dapat di-
lihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf 
Arab
Nama Huruf Latin Nama
ﺍ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ﺏ Ba B Be
ﺕ Ta T Te
ﺙ s\a s\ es (dengan titik di atas)
ﺝ Jim J Je
ﺡ h}a h} ha (dengan titik di bawah)
ﺥ kha Kh ka dan ha
ﺩ dal D de
ﺫ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ﺭ Ra R er
ﺯ zai Z zet
ﺱ Sin S es
ﺵ syin Sy es dan ye
ﺹ s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ﺽ d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ﻁ t}a t} te (dengan titik di bawah)
ﻅ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ﻉ ‘ain ‘ apostrof terbalik
ﻍ gain G ge
ﻑ Fa F ef
ﻕ qaf Q qi
ﻙ kaf K ka
ﻝ Lam L el
ﻡ mim M em
ﻥ nun N en
ﻭ wau W we
ـﻫ Ha H ha
ﺀ hamzah ’ apostrof
ﻯ Ya Y ye
xiii
Hamzah (ﺀ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 
Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hara-
kat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
َﻒـْﻴـَﻛ : kaifa
َﻝ ْﻮـَﻫ : haula
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a aَﺍ
kasrah i iِﺍ
d}ammah u uُﺍ
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya>’ ai a dan i
ْﻰَـ
fath}ah dan wau au a dan u
ْﻮَـ
xiv
1. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
َﺕﺎـَﻣ : ma>ta
ﻰـَﻣَﺭ : rama>
َﻞْﻴـِﻗ : qi>la
ُﺕْﻮُﻤَﻳ : yamu>tu
2. Ta>’ marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu, ta>’ marbu>t}ah yang 
hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh:
ِِﻝﺎَﻔْﻃَْﻷﺍ ُﺔَﺿْﻭَﺭ : raud}ah al-at}fa>l
ُﺔَﻠِﺿﺎَﻔْﻟﺍ ُﺔَﻨْﻳِﺪَﻤْﻟَﺍ : al-madi>nah al-fa>d}ilah
ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟَﺍ : al-h}ikmah
Nama
Harakat dan 
Huruf
Huruf dan 
Tanda
Nama
fath}ah dan alif atau ya>’ ...  ﺍ َ ...
d}ammah dan wauﻮــُـ
a>
u>
a dan garis di atas
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas
u dan garis di atas
ﻰــــِـ
xv
3. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d ( ـّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
َﺎﻨَّﺑَﺭ : rabbana>
َﺎﻨْﻴَّﺠَﻧ : najjaina>
ُّﻖَﺤْﻟَﺍ : al-h}aqq
َﻢِّﻌُﻧ : nu“ima
ٌّﻭُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ﻱ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(ّﻲـِــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.
Contoh:
ٌّﻰِﻠَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ُّﻲِﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
4. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻝﺍ (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-).
xvi
Contoh:
ُﺲْﻤَّﺸﻟَﺍ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ُﺔْﻟَﺰْﻟَّﺰﻟَﺍ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
ُﺔَﻔَﺴْﻠَﻔْﻟَﺍ : al-falsafah
ُﺩَﻼِﺒْﻟَﺍ : al-bila>du
5. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
َﻥْﻭُﺮُﻣْﺄَﺗ : ta’muru>na
ُﻉْﻮَّﻨﻟَﺍ : al-nau‘
ٌﺀْﻲَﺷ : syai’un
ُﺕْﺮِﻣُﺃ : umirtu
6. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh:
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n
xvii
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n
7. Lafz} al-Jala>lah (ﻪﻠﻟﺍ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah.
Contoh:
ِﻪﻠﻟﺍ ُﻦْﻳِﺩ di>nulla>h ﻪﻠﻟﺎﺑ billa>h 
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
ِﻪﻠﻟﺍ ِﺔَﻤْﺣَﺭ ْﻲِﻓ ْﻢـُﻫ hum fi> rah}matilla>h
8. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan
xviii
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>
Abu>> Nas}r al-Fara>bi>
Al-Gazza>li>
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
Disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
r.a. = rad}iyalla>hu ‘anhu
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4
HR =  Hadis Riwayat
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: 
Zai>d, N s}r H{ami>d Abu>)
xix
DEPAG = Departemen Agama
LKS = Lemabaga Keuangan Syariah
PWU = Penerima Wakaf Uang
UU = Undang-Undang
SDM = Sumber Daya Manusia
PP = Peraturan Pemerintah
PPAIW = Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
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ABSTRAK
Nama : Hardianti Yusuf
NIM : 80600214005
Judul : Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kec. 
Sibulue, Kabupaten Bone
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menjelaskan pengelolaan wakaf produktif 
pada Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone,2) menjelaskan 
pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada 
Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone, dan 3) mengetahui faktor 
penghambat dan upaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, 
Kabupaten Bone.
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah historis, sosiologis, etika bisnis Islam dan manajemen. Adapun 
sumber data penelitian adalah data primer (dokumen-dokumen dari Pesanten Al-
Mubarak), kemudian data sekunder (landasan teori dari buku literatur).Selanjutnya, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan 
format catatan dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga 
tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan 
menggunakan triangulasi dalam pengujian keabsahannya berupa triangulasi sumber 
dan metode.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada 
Pesantren Al-Mubarak yaitu berupa mini market dan peternakan ayam. Pesantren  
sebagai lembaga pendidikan, memiliki fungsi ganda yaitu Pertama, pada pesantren, 
mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang direncanakannya. Kedua, pada 
masyarakat berupa beasiswa, kemudahan untuk masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhannya, dan bantuan pemberian pupuk organik. Namun, kenyatannya terdapat 
hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif yaitu kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, lemahnya profesionalisme nazhir, 
dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga wakaf. Sebagai upayanya 
yaitu sosialisasi tentang wakaf produktif, regulasi perundang-undangan wakaf, dan 
terbentuknya forum nazir.
Implikasi dari pembahasan dan kesimpulan perlu dilakukan sosialisasi wakaf 
produktif sebagai bentuk proses penyadaran dan perlu dilakukan pemberdayaan 
melalui pelatihan dan perbaikan manajemen SDM wakaf, pengembangan ke arah 
yang produktif, sehingga pendistribusiannya lebih memberikan dampak ekonomi ke 
masyarakat dan perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang mengurusi masalah 
perwakafan.
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Title   : The Management and Utilization of the Productive Waqaf 
in the Community Economic Empowerment at Pesantren 
Al Mubarak of Sibulue District of Bone Regency 
The study aimed to determine: 1) the management of productive waqaf at 
Pesantren Al-Mubarak of Sibulue District of Bone Regency, 2) the utilization of 
productive waqaf in the community economic empowerment at Pesantren Al-
Mubarak of Sibulue District of Bone Regency, and 3) some inhibiting factors and 
efforts in the management and utilization of productive waqaf in the community 
economic empowerment at Pesantren Al-Mubarak of Sibulue District of Bone 
Regency.
The study was a qualitative research using historical, sociological, Islamic 
business ethics and management approaches. The data sources were the primary data 
(documents of Pesantren Al-Mubarak), and secondary data (the theoretical basis of 
the literature books). Observation, interview, and documentation were employed in 
collecting the data by utilizing interview guides and documentation notes format as 
research instruments which were then processed and analyzed through the three 
stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusion by using 
triangulation in testing the data validity in the forms of sources and methods 
triangulation.
The study results revealed that the management of productive waqaf at 
Pesantren Al-Mubarak was in the forms of a mini market and a chicken farm. 
Pesantren as an educational institution possessed dual functions namely first, being 
able to finance its planned activities and second, providing scholarship to the 
community, giving an easy access to the public to meet their needs, and providing 
organic fertilizers. In fact, however, some obstacles existed in the management and 
utilization of productive waqaf such as a lack of public understanding on the 
productive waqaf, a lack of nazhir professionalism, and a lack of the governmental 
concern to the waqaf institution. Some efforts could be done such as disseminating 
the productive waqaf, regulating the productive waqaf legislation, and establishing a 
nazhir forum.
The study implications were the need to disseminate of productive waqaf as a 
form of awareness process and the necessity to empower the community through 
trainings and improving the management of waqaf human resources, developing 
toward a productive way so that the waqaf distribution contributed over economic 
impacts to the community and the need for cooperation amongst parties dealing with 
the waqaf problems. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang Masalah 
Islam sebagai penyempurna risalah-risalah agama terdahulu memiliki syari’ah 
yang sangat istimewa yaitu bersifat komperhensif1 dan universal.2  Kesempurnaan 
ajaran Islam ditampilkan dengan tidak hanya memfokuskan ajaran terbatas pada 
praktik ibadah semata, namun juga mengajarkan kepada umatnya cara untuk 
memberdayakan potensi diri dan eksis dalam bidang ekonomi. 
Sebagai generasi ekonom muslim, tentu berharap dapat memberikan yang 
terbaik bagi kemajuan perekonomian umat. Maraknya ekonomi Islam, memiliki 
tujuan akhir, yang tidak lain adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri 
(maqashid asy syariah), yakni mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), 
melalui tata kehidupan yang baik dan terhomat. 
Ekonomi Islam tidak sekedar hadir berorientasi untuk pembangunan fisik 
material dari individu, masyarakat dan Negara saja, tetapi ekonomi Islam juga 
memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting 
bagi kehidupan yang sejahtera hidup dunia dan akhirat. Berbicara tentang ekonomi, 
tentu tidak lepas dari harta. Dalam hal ini Islam juga mengatur, menerangkan fungsi 
kedudukan harta, etika mendapatkan, memanfaatkan serta mengeluarkannya. 
                                                          
1Komperhensif berarti syari’ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ibadah 
maupun sosial kemasyarakatan (muamalah). Lihat, Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran 
Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 5 
2Universal berarti syari’ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai 
yaum alhisab nanti. Lihat, Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi, h. 5 
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Harta dari dimensi vertikal dipandang sebagai sarana atau alat untuk 
mendekatkan diri kepada Allah swt. Harta bukanlah tujuan utama dalam hidup, 
sehingga tidak wajar bila dicari atau dikejar dengan cara-cara tidak syar’i. Bahkan 
menjauhkan diri dari Allah swt. Sedangkan pada dimensi horizontal, harta berfungsi 
sebagai salah satu sarana mewujudkan bangunan masyarakat yang penuh dengan 
keadilan, keharmonisan dan kesejahteraan. 
Kelebihan harta yang dimiliki seseorang, hendaknya menjadi piranti positif, 
yang dapat digunakan dalam interaksi sosial untuk saling membantu dan tolong 
menolong. Guna meminimalisir kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dalam hal 
ini Allah swt. telah menunjukkan cara bagi umat Islam untuk menyalurkan 
(mendistribusikan) kekayaan atau harta yang dimiliki. Salah satunya melalui lembaga 
wakaf., yang dikenal dengan instrument ekonomi Islam.3 
Perwakafan adalah salah satu dari ajaran Islam, yang dapat dikategorikan 
kepada ibadah maliyah. Ibadah ini sangat tinggi nilainya sebagaimana dikemukakan 
dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa apabila 
seseorang meninggal dunia, semua pahala amalnya terhenti kecuali tiga perkara yaitu 
shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan 
kedua orang tuanya.4  
Shadaqah jariyah merupakan salah satu amal yang akan selalu mengalir dan 
dapat dirasakan manfaatnya di dunia, bahkan Allah swt. senantiasa mengalirkan 
pahalanya tiada putus meskipun orang yang beramal telah meninggal dunia. Salah 
                                                          
3Departemen Agama, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia  (Jakarta: Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), h. 10. 
4al-Muslim, Sahih Muslim (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) Jus III, Nomor Hadis 1255 .  
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satu bentuk dari amal jariyah yang dianjurkan adalah wakaf.5 Walaupun amal jariyah 
dalam hadist tidak secara khusus menyatakan wakaf, akan tetapi wakaf termasuk 
amal jariyah.6 Karena wakaf merupakan salah satu sarana untuk dipergunakan 
sebagai penyaluran penggunaan rezeki yang diberikan kepada Allah swt.7 Begitu 
besarnya penghargaan terhadap wakaf ini, cukup menarik kaum muslimin untuk 
berwakaf. Semenjak masa Rasulullah saw. sampai saat ini, di belahan bumi manapun 
kaum muslimin bermukim, tidak sedikit dari mereka yang mewakafkan sebagian 
hartanya.  
Harta benda merupakan amanah yang harus dipelihara dan dikelola oleh 
pemiliknya untuk kemaslahatan manusia sesuai dalam batas-batas yang ditentukan 
oleh Allah swt. Dengan kata lain, dalam hak milik terdapat fungsi sosial dengan suatu 
kewajiban untuk memanafaatkan harta benda tersebut sesuai dengan petunjuk-Nya. 
Dengan menjadikan harta milik sebagai wakaf untuk kemaslahatan manusia, maka 
pada hakikatnya seseorang memanfaatkan hartanya itu sesuai dengan petunjuk-Nya.  
 
Dilihat dari segi penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu langsung8 
dan produktif.9 Menyinggung tentang makna harta wakaf produktif, boleh jadi semua 
                                                          
5Secara umum Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan 
menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan mafaatnya berlaku umum. Yang dimaksud 
tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibakan, 
digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai 
dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Lihat. Departemen Agama RI, Paradigma Wakaf Baru di 
Indonsia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 1.  
6Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola 
Wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2005), h. 32. 
7Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf (Cet. I; Jakarta: Universitas 
Indonesia Press, 1988), h. 77. 
8Wakaf Langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, 
seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati 
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benda wakaf dapat dibilang produktif, dalam arti bahwa benda tersebut menghasilkan 
manfaat. Sekalipun sejak awal telah dikenalkan benda wakaf produktif seperti 
dilakukan Umar ra., yang mewakafkan sebidang kebun di Khaibar,10 namun yang 
terjadi adalah wakaf lebih sering digunakan untuk kepentingan yang secara ekonomi 
tidak berkembang. 
Hal ini tidak berarti mengesampingkan kemungkinan terjadinya wakaf benda-
benda produktif, bahkan justru wakaf benda produktif inilah yang harus 
dikembangkan karena benda wakaf produktif nilai yang cukup berarti bagi upaya 
meningkatkan kesejahteraan umat. Persoalannya yang sering muncul dalam wakaf 
benda poduktif ialah pada pengelolaan dan pemanfaatannya. 
Pengelolaan benda wakaf produktif, sesungguhnya amanat Undang-Undang. 
Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 
tentang wakaf, antara lain disebutkan : 
Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk sarana kepentingan 
ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat 
ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf 
dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang 
pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan ekonomi 
syariah.11 
                                                                                                                                                                     
orang sakit dan lain sebagainya. Lihat. Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif  (Cet. I; Jakarta: 
Khalifa, 2004), h. 162.  
9Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Cet. I; Serang: Darul Ulul Press, 1994), 
h. 26. Lihat Juga Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir), Sayyid Sabiq(Fiqhi Sunnah Jilid III) dan Sulaiman 
Rasyid (Fiqhi Islam). 
10 Penjelasan ini sejalan dengan ketentuan pasal 22 UU. No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, 
yang menyebutkan: dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya 
diperuntukkan bagi: a. sarana ibadah; b. sarana dan kegiatan pendidikan serta dan peningkatan 
ekonomi umat; dan/atau e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 
syari’ah dan peraturan perundang-undangan. 
 
 
5 
 
 
 
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dalam mengelola dan benda 
wakaf, dituntut untuk dilakukan sedemikian optimal, sehingga mampu meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
Di Indonesia, wakaf bukanlah lembaga Islam yang asing karena lembaga 
tersebut sudah diamalkan umat Islam sejak masuknya umat Islam di Indonesia. Akan 
tetapi, wakaf yang dikenal umat Islam Indonesia, umumnya adalah wakaf benda tidak 
bergerak, seperti tanah, kebun, sawah, mesjid, mushalla, gedung sekolahan, dan 
makam. Padahal sebenarnya, benda yang boleh diwakafkan tidak hanya terbatas pada 
benda tidak bergerak, melainkan juga benda bergerak termasuk uang, saham, dan 
logam mulia. 
Meskipun sudah terdapat perangkat legalitas yang kuat terhadap perwakafan 
di tanah air, namun efektifitas wakaf belum dapat mengangkat derajat ekonomi umat. 
Persoalan ini berakar dari keterbatasan pemahaman terhadap wakaf. Secara riil, 
sebenarnya potensi wakaf yang ada di Indonesia sangat besar, yang seharusnya sudah 
dapat dikelola secara produktif dan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dikembangkan secara 
optimal.12 
Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi13 Islam yang bisa diandalkan 
menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal ini 
telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak 
                                                          
12Taufik Hamami, “Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional,” dalam 
Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif  : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi (Cet.I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 38 
13Filantropi berarti cinta kasih (kedermawanan dsb) kepada sesama. Lihat Departemen 
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. IV (Cet.I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h. 391. 
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keagungannya masih dapat disaksikan di Negara-negara Muslim, seperti Turki dan 
Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin 
atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara 
fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk 
menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk 
pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman  perkotaan. Bahkan ada 
wakaf untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini 
masih dipraktikkan di Turki.14 
Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan 
peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam 
kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-
hal tersebut tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka 
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak 
akan dapat terealisasi secara optimal. 
Perlu kiranya kita mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi 
pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta 
wakaf berguna dalam pemberdayakan ekonomi umat. Namun untuk melakukan 
optimalisasi fungsi wakaf dan pengembangannya di sini perlu berpedoman pada 
aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktikkan dalam sejarah 
Islam.15 Dengan demikian, perlu lebih memikirkan dan mengoptimalkan cara 
mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan manfaat pada semua pihak, 
                                                          
14Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), h. 44. 
15Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer  (Cet.I; Jakarta: RM Books, 2007), h. 
76. 
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baik bagi wakif  maupun mauquf ‘alaih (masyarakat). Untuk itu dalam konteks ini 
pengelolaan wakaf harus menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen. 
Sebagai langkah yang tepat, untuk wakaf produktif maka, perlu 
dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dengan berbagai 
model dan manajerial dalam perspektif usaha untuk memajukan umat. Pengelolaan 
dan pemanfaatan wakaf produktif yang ada di Indonesia diperlukan komitmen 
bersama pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan 
kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang 
diwakafkan, peruntukan wakaf dan nazir serta pengelolaan wakaf secara profesional. 
Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau badan khusus yang 
mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola dan memanfaatkan wakaf 
secara profesional dan amanah.  
Di Kabupaten Bone, sebagai daerah yang memiliki potensi dalam hal 
perwakafan dilihat dari jumlah lokasi wakafnya sebanyak 977, dengan luas 750.379 
m² yang tersebar pada 27 Kecamatan. Dengan jumlah 449 yang sudah bersertifikat 
dan 528 yang belum bersertifikat16. Namun, sebagian besar wakaf hanya 
dimanfaatkan untuk kegiatan aspek ritual saja, dlihat dari data yang diberikan oleh 
Kementrian Agama, kurang lebih 95% untuk pembangunan mesjid tanpa ada kegiatan 
produktif di dalamnya. Sebagaimana tabel di bawah ini : 
Tabel 1.1 Jenis Wakaf di Kabupaten Bone 
No Jenis Wakaf Lokasi Luas (m²) 
1 Mesjid 421 298.226 
2 Sekolah 23 58.058 
3 Kuburan 2 2.986 
4 Sawah  2 6.834 
                                                          
16Data diambil dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone bagian Kasi Bimas Islam. 
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5 Rumah  1 508 
 Jumlah  449 366.612 
Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone 
Pengelolaan wakaf produktif terhitung masih sedikit. Seperti yang terjadi di 
Kabupaten Bone, sebagian besar wakafnya masih dikelola secara konsumtif yang 
digunakan sebagai sarana peribadatan, sekolah, kuburan, sawah, dan rumah wakaf. 
Sedangkan salah satu lokasi wakaf yang masih produktif yang ada di Kabupaten 
Bone dan sekaligus menjadi fokus penelitian ini yaitu terdapat pada  Pesantren Al-
Mubarak Kec. Sibulue Kabupaten Bone. Jenis wakaf produktif yang terdapat di 
Pesantren Al-Mubarak berupa mini market yang berdiri sejak tahun 2011 dan 
peternakan ayam yang berdiri sejak tahun 201217 yang apabila dikelola dengan baik 
akan memberikan manfaat yang lebih baik dari pada wakaf konsumtif. 
Dengan adanya wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak, tentunya 
memberikan sumbangsih dalam aspek materiil, yang diharapkan akan menopang 
kemandirian pesantren dalam sistem pendidikan dan sosial. Apalagi, biasanya 
pesantren sangat bergantung pada sumber dana tertentu, seperti pendapatan dari iuran 
pesantren yang berdampak pesantren kurang berkembang dengan cepat sesuai 
harapan. 
Pendanaan memang menjadi masalah dan tantangan besar bagi 
pengembangan sebgian lembaga pesantren, padahal potensi yang ada dalam 
komunitas pesantren dan ekonomi sebenarnya cukup besar. Oleh karena itu, dengan 
adanya institusi wakaf dan pengembangannya diharapkan menjadi upaya yang dapat 
membantu kebutuhan pesantren. 
                                                          
17Abd. Halid, Direktur Pondok Pesantren Al-Mubarak, wawancara dengan penulis pada 
tanggal 20 april 2016 di Rumah, Watampone. 
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Penelitian ini secara khusus difokuskan pada Pesantren Al-Mubarak dan 
perannya di dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif yang bisa saja dapat 
dijadikan acuan dan model bagi upaya mengembangkan wakaf produktif yang dapat 
dan menumbuhkan kemandirian pesantren. 
Berdasarkan uraian tersebut merupakan alasan bagi penulis untuk menyusun 
tesis yang berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  di Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, 
Kabupaten Bone.” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Penelitian ini berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif 
dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. 
Sibulue, Kabupaten Bone.” 
Untuk memperjelas penelitian ini, maka perlu dikemukakan fokus penelitian 
agar para pembaca tidak keliru memahaminya. Adapun fokus dan dimensi fokus 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.2 Fokus dan Dimensi Fokus Penelitian 
No  Fokus Penelitian Dimensi Fokus Penelitian 
1.  Pengelolaan wakaf  produktif - Proses Manejerial wakaf produktif. 
a. Organisasi : Lembaga dan unit 
usaha. 
b. Profesionalitas Manajemen: 
Amanah, Shiddiq, Fathanah, 
dan Tabligh. 
2. Pemanfaatan wakaf produktif 
dalam  pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 
- Nilai dan manfaat dari wakaf 
produktif . 
- Kontribusi wakaf produktif 
terhadap ekonomi masyarakat.  
- Jenis bantuan yang diberikan 
kepada masyarakat. 
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2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif 
dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, 
Kabupaten Bone.” Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah dipaparkan tersebut, 
agar lebih jelas, maka peneliti akan menguraikan fokus peneltian tersebut dalam 
deskripsi fokus sebagai berikut:  
a. Pengelolaan Wakaf Produktif 
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula 
pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai 
a. Ekonomi : bantuan langsung 
b. Pendidikan : beasiswa santri  
- Jenis pemberdayaan wakaf 
produktif yaitu Unit usaha berupa 
Mini market dan Peternakan Ayam 
- Subjek atau masyarakat yang 
diberdayakan. 
a. Santri  
b. Masyarakat sekitar lokasi 
wakaf produktif 
3 Faktor hambatan dan upaya dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan 
wakaf produktif dalam 
pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 
- Faktor Penghambat 
a. Kurangnya pemahaman 
masyarakat tentang wakaf 
produktif. 
b. Lemahnya Profesionalisme 
Nazhir  
c. Kurangnya perhatian 
pemerintah terhadap 
pengembangan lembaga wakaf.  
- Upaya dalam mengatasai 
hambatan 
a. Sosialisasi tentang wakaf 
produktif 
b. Regulasi perundang-undangan 
wakaf. 
c. Dibentuknya Forum Nazhir 
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pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian 
yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau 
usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja 
dalam mencapai tujan tertentu.18 
Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini setidaknya menyesuaikan 
apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
kewajiban nadzir (pengelola wakaf) untuk mengelola dan mengembangkan wakaf 
harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya 
dalam undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf diantaranya 
yaitu pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan 
wakaf harus dilakukan secara produktif.19 
Oleh karena pada dasarnya tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan 
nilai-nilai ibadah yang di dalamnya memiliki dimensi produktifitas keabadian yang 
bermanfaat, memiliki produktifitas pertanggungjawaban, produktifitas profesionalitas 
manajemen, dan produktifitas keadilan sosial kesejahteraan.  
Namun dalam penelitian ini yang dijadikan fokus penelitian yaitu pada aspek 
produktifitas profesionalitas manajemen, karena aspek ini merupakan aspek yang 
paling penting dalam menentukan berkembang atau tidak wakaf produktif tersebut. 
Dengan melihat proses manajerial yang dilakukan nadzir pada Pesantren Al-Mubarak 
dalam memproduktifkan wakaf dalam hal ini lembaga struktur organisasi wakaf yang 
sangat berpengaruh terhadap pengelolaan wakaf produktif. Mulai dari proses 
perencanaan sampai pada evaluasi terhadap wakaf produktif. Di sinilah peneliti akan 
                                                          
18Suharsimi Arikunto, Adminstrasi Perkantoran Modern (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 31 
19Undang-Undang  No. 41 Tahun 2004 
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menguraikan kinerja nadzir pada Pesantren Al-Mubarak dari segi profesionalitas 
manajemen. 
b. Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pemanfaatan Wakaf pada prinsipnya dari ajaran wakaf itu hanya terletak pada 
pemeliharaan bendanya, tetapi yang lebih penting adalah nilai manfaat dari benda 
tersebut untuk kepentingan bersama.20 Pelaksanaan wakaf yang sudah berjalan lama 
dikalangan masyarakat tentu seharusnya mempunyai nilai produktif. Karena itu 
sangat penting untuk diberdayakan wakaf dan pengelolaannya, baik wakaf benda 
bergerak maupun tidak agar dapat meningkatakan kesejahteraan umat. Adapun yang 
dimaksud dalam pemanfaatan wakaf yang bersifat produktif adalah wakaf yang 
pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai 
dengan tujuan wakaf. 
Tujuan wakaf secara umum tentunya adalah untuk kepentingan umum, dapat 
pula secara khusus ditentukan tujuannya untuk menolong fakir miskin dan orang-
orang terlantar. Meski manfaat yang dirasakan masyarakat belum secara langsung 
menyentuh perekonomian masyarakat dan dirasakan belum optimal dalam 
pemberdayaan masyarakat.  
Tetapi dalam hal ini, Pesantren Al-Mubarak berupaya untuk dapat 
memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan peran wakaf 
yang lebih optimal dalam menopang kehidupan pesantren dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sekitarnya melalui meningkatkan produktifitas wakaf 
sehingga dapat memfasilitasi berbagai kegiatan akademik serta menjadi salah satu 
instrumen kontributif dalam pemberdayaan masyarakat. 
                                                          
20Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Wakaf For Begginers (Direktorat Jenderal Bimas Islam, 
Departemen Agama RI, 2009), h. 62 
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c. Faktor hambatan dan upaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf 
produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
Dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif tidak lepas dari  
berbagai hambatan. Karenanya perlu pula disadari bahwa pengelolaan dan 
pemanfaatan  wakaf produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kcmaslahatan 
masyarakat dengan memanfaatkan secara terus menerus benda yang diwakafkan bagi 
kesejahteraan umat. Oleh karcna itu, pengelolaan wakaf produktif harus senantiasa 
dilakukan dengan usaha mempertahankan nilai wakaf tersebut agar nilainya 
senantiasa tetap dan berlangsung lama. 
Pada sisi yang lain, penataan kehidupan masyarakat harus bisa dikelola secara 
baik dengan menjamin kualitas kehidupan manusia, Antara lain melalui pemanfaatan 
wakaf produktif secara maksimal. Hal ini sekaligus sebagai rcalisasi masyarakat 
Islam yang dibangun atas dasar saling tolong menolong. Selain itu, karena 
pelaksanaan wakaf produktif, selain menunaikan hak Allah juga include di dalamnya 
mcnunaikan hak sesama, maka pemanfaatan wakaf produktif harus dilakukan tanpa 
kezaliman, kecurangan atau membahayakan dan merugikan orang lain. 
Maka peran nadzir dalam wakaf produktif sangat penting untuk menetapkan 
kebenaran dan keabsahan wakaf dan peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam 
melakukan kebijakan-kebijakan yang mampu membantu masyarakt dalam mengolah 
dan memanfaatkan wakaf. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di 
Kabupaten Bone pada umumnya dan Pesantren Al-Mubarak pada khususnya terdapat 
hambatan-hambatan yaitu kurangnya sosialisasi tentang wakaf produktif yang 
menyebabkan sempitnya pemahaman masyarakat tentang aset harta yang diwakafkan, 
lemahnya profesionalisme nadzir sehingga pengelolaan dan manajemen yang masih 
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kurang optimal menyebabkan wakaf yang berada pada Pesantren Al-Mubarak tidak 
berkembang dengan baik, dan nadzir yang kurang profesional dan kurangnya 
perhatian pemerintah terhadap pengembangan lembaga wakaf. 
Sebagai solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut maka 
beberapa hal yang menjadi solusi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pejabat yang 
terkait yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang wakaf produktif dalam berbagai 
kesempatan, adanya regulasi perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman 
bagi masyrakat dalam melaksanakan wakaf produktif, dan dibentuknya forum nazhir 
sebagai langkah dari pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang nazhir 
mengenai tugas dan kewajibannya. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka 
permasalahan pokok yang dijadikan obyek bahasan adalah “Bagaimana Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di 
Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone ?” 
Agar pembahasan ini dapat terarah dan sistematis maka masalah pokok yang 
telah dirumuskan, akan dirinci ke dalam sub-sub masalah yaitu: 
1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Al-Mubarak Kec. 
Sibulue, Kabupaten Bone ? 
2. Bagaimana pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone ? 
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan upaya dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone? 
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D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Pembahasan dalam penelitian ini terkait tentang Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada 
Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone. Dapat dipahami bahwa 
penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Kendati 
demikian, dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa karya tulis ilmiah yang dapat 
dijadikan rujukan awal dalam penelitian ini yaitu: 
Bahrul Ma’ani, dalam disertasinya yang berjudul “Optimalisasi Pemanfaatan 
Tanah Wakaf di Kota Jambi”menunjukkan bahwa wakaf tanah tidak berfungsi secara 
optimal disebabkan oleh 4 faktor yaitu Pertama, nazhir sebagai pengelola wakaf tidak 
memiliki kompetensi akademis dan manajerial. Kedua, stigmatisasi Syafi‟i masih 
cukup dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan status qou yang 
berorientasi. Ketiga, nazhir, wakif dan ahli waris tidak memiliki kompetensi 
akademik sehingga malas mengelola wakaf terutama wakaf khai>ri, karena selama 
diangkat menjadi nazhir, ia tidak memperoleh upah atau imbalan apapun. Ke-empat, 
mauquf ‘alaih (nazhir, KUA, Kementerian Agama Kota dan Kementerian Agama 
Propinsi) kurang berkoordinasi dalam pendataan tanah wakaf dan ada kecenderungan 
petugas wakaf menghilangkan data, apabila data wakaf itu mengalami problem yang 
akut.21 Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh 
Bahrul Ma’ani hanya berfokus pada pemanfaatan saja, tapi dengan cakupan populasi 
yang lebih luas berbeda dengan penelitian pada tesis ini yang hanya berfokus 
                                                          
21Bahrul Ma’ani, “Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi”, Program 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. 
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pengelolaan dan pemanfaatan dan cakupan populasi yang terbatas hanya pada 
Pesantren.  
Nila Saadati dalam tesisnya yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai dalam 
Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pesantren At-Tauhid Al-
Islamy Magelang)” mengatakan dalam penelitiannya bahwa Pemberdayaan ekonomi 
pesantren sudah tepat sasaran karena hasil dari wakaf tunai digunakan untuk 
kepentingan santri-snatri dan manfaat operasional pondok yang dirasakan manfaatnya 
oleh semua santri di pondok tersebut dan orang-orang di dalamnya dalam 
meningkatkan kesejahteraannya, meskipun hasilnya tidak terlalu besar tapi hasil 
wakaf yang diberdayakan ke dalam sektor produktif ini sedikit banyak membantu 
membantu pondok dalam perekonomiannya.22 Perbedaannya dengan penelitian ini 
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nila Saadati wakaf yang terdapat pada Pesantren 
At-Tauhid sudah tergolong modern karena sudah menerapkan wakaf tunai sedangkan 
pada Pesantren Al-Mubarak yang menjadi lokasi penelitian pada tesis ini, wakaf 
produktifnya masih tergolong tradisional. 
Doddy Affandi Firdaus, dalam tesisnya yang berjudul “Pemanfaatan Wakaf 
Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin Di Dompet Dhuafa Bandung” 
mengatakan bahwa pertama, dompet dhuafa bandung belum berusaha mengadakan 
wakaf tunai yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluaraga miskin atau 
masyarakat pada umumnya. Adanya kesalahan paradigma mengenai wakaf tunai 
produktif di dompet dhuafa bandung karena yang terjadi adalah wakaf bangunan 
RBC atau juga Al-Qur’an brile yang dinilai dengan uang. Bukan wakaf tunai/uang 
                                                          
22Nila Saadati dalam tesisnya yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme 
Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang), Program 
Pasca Sarajna UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Ekonomi Islam 2014. 
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yang nilai uangnya tetap tapi harus dikembangkan untuk kegiatan ekonomi. Kedua, 
adanya seleksi terhadap penerima manfaat wakaf tunai di dompet dhuafa bandung 
Ketiga, respon yang diberikan masyarakat 45 orang atau 90% dari responden sangat 
senang. Sangat senangnya mereka disebabkan ketidakmampuan mereka untuk 
berobat dan RBC memberikan fasilitas gratis kepada mereka.23 Perbedaannya dengan 
penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Doddy Affandi Firdaus bahwa 
fokus pada penelitiannya yang sudah menyentuh masyarakat luas sedangkan pada 
tesis ini masih hanya mampu mencakup ruang lingkup pesantren dan masyarakat 
sekitar pesantren saja.  
Dedy Rachmad dan Fitrianto dalam artikel yang berjudul, “Peranan Wakaf  
Produktif dalam Meningkatkan Taraf  Hidup Masyarakat Muslim di Jakarta Selatan” 
mengatakan dalam penelitiannya bahwa berdasarkan hasil kajian, wakaf produktif 
telah berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Jakarta Selatan 
walaupun belum mencapai hasil yang maksimal. Taraf hidup tersebut meliputi taraf 
pendidikan, kesehatan, dan taraf ekonomi responden. Adapun dalam bidang layanan 
sosial, tanah wakaf poduktif telah memainkan peranannya dengan menyediakan 
kemudahan umum yang diperlukan oleh masyarakat seperti rumah anak yatim, pusat 
perdagangan, pertanian, perkebunan, dan lainnya.24 Perbedaannya dengan penelitian 
ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dedy Rachmad dan Fitrianto peranan wakaf 
                                                          
23Doddy Affandi Firdaus, “Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga 
Miskin Di Dompet Dhuafa Bandung”), Program Pasca Sarajna UIN Sunan Kalijaga, Program Studi 
Ekonomi Islam 2011. 
24Dedy Rachmad dan Firianto, Artikel “Peranan Wakaf Poduktif dalam Meningkatkan 
Taraf  Hidup Masyarakat  Muslim di Jakarta Selatan” Program Studi Keuangan dan Perbankan 
Syariah, STIE Syariah Bengkalis, Disampainkan pada Seminar Nasional Industry dan Teknologi 
(SNIT) Bengkalis, 03-04 Desember 2008. 
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produktif tersebut sudah meliputi taraf pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, 
sedangkan pada tesis ini masih terbatas pada pendidikan dan ekonomi masyarakat. 
Dari hasil penyelidikan penulis, terkait dengan penelitian yang dikaji, belum 
ada yang meneliti terkait dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif 
dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, di 
Kabupaten Bone. Dengan demikian, penelitian ini dianggap sebagai hal yang relatif 
baru dan patut untuk dilanjutkan. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan penelitian  
a. Menjelaskan pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Al-Mubarak Kec. 
Sibulue, Kabupaten Bone. 
b. Menjelaskan pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat di Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone. 
c. Mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 
pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan ilmiah  
Adapun kegunaan ilmiah dari pada penelitian ini adalah ; 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan perwakafan. 
2) Untuk mendapatkan jawaban yang faktual mengenai permasalahan yang 
diangkat  kemudian dituangkan dalam bentuk hasil penelitian. 
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b. Kegunaan Praktis 
Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan tesis ini, 
penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan praktis 
yakni: 
1) Diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang sebesar-besarnya bagi 
kalangan akademik dan masyarakat luas, paling tidak sebagai informasi dan 
tambahan referensi dalam upaya peningkatan kualitas keimanan dalam Islam 
dan peningkatan kesadaran dalam beribadah khususnya dalam perwakafan. 
2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang 
lebih luas kepada tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di 
Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone sehingga dapat 
memberikan suatu kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat.  
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf
1. Pengertian Wakaf 
Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti berhenti, berdiam 
di tempat, atau menahan.1 Kata “waqafa, yaqifu, waqfan”, dalam bahasa Arab 
merupakan sinonim dari kata “h}abasa, yah}bisu, h}absan” yang menurut bahasa 
juga berarti menahan.2 Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ atau hukum Islam 
adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau 
merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.3
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, wakaf merupakan (1) yayasan (yang 
didirikan berdasarkan keagamaan Islam, seperti balai derma). (2) sesuatu yang 
diperuntukan bagi keperluan umum (terutama sebagai derma atau untuk keperluan 
yang bertalian dengan agama).4
Sedangkan menurut UU No.41 Tahun 2004 menyatakan bahwa:
Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.5
1Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: 
Krapyak, t.th), h. 2033-2034. 
2Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah Juz III  (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 515. 
3Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Bandung: 
Rajawali Press, 1992), h.23.
4W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed.III (Cet. XII; Jakarta: PT. 
Balai Pustaka, 2014), h.1359-1360.
5Kementrian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, 
(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012),  h. 2.
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Para ulama ahli fiqih khususnya empat imam madzhab berbeda pendapat 
tentang definisi wakaf. Berikut Pendapat-pendapat mereka dalam mendefinisikan 
wakaf : 
a. Abu> H>}ani>fah
Menurut Abu> H}ani>fah, “wakaf adalah menahan benda atas orang yang 
berwakaf dari hak kepemilikan dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.”6 
mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang 
yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki dan 
boleh diperjualbelikan oleh pemiliknya semula. Bahkan menurut Abu> H}ani>fah, 
jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang 
diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya.7 Dengan demikian, menurut 
Abu> H}ani>fah, suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang 
mewakafkannya, dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak. Oleh 
karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu 
tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik wakif, dengan 
menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak, baik sekarang maupun yang akan 
datang.8
Namun pada kondisi yang berbeda, menurut mazhab Hanafi wakaf itu tidak 
dapat ditarik kembali oleh wakifnya jika terdapat alasan sebagai berikut:
1) Hakim memutuskan bahwa wakaf tetap. Hal ini terjadi jika ada persengketaan 
antara wakif dan nadzir.
6Wahbah al-Zuh}ai>li>>>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, Juz. VIII (Mesir: Da>r al-
Fikr: t.t.), h. 153.
7Wahbah al-Zuh}ai>li>>>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, h. 153.
8Wahbah al-Zuh}ai>li>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, h. 153-154.
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2) Hakim menggantungkan berlakunya wakaf pada kematian wakif. Misalnya 
wakif berijab “Apabila saya wafat, maka saya wakafkan rumahku”, maka 
wakaf itu harus dilaksanakan.
3) Apabila seseorang menjadikan wakafnya itu sebagai mesjid.9
b. Ima>m Malik
Menurut Ima>m Malik, wakaf adalah menjadikan harta wakif baik berupa 
sewa atau hasilnya diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan 
berjangka waktu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif.10 
c. Ima>m Sya>fi’i>
Menurut Ima>m Sya>fi’i>, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil 
manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang 
yang mewakafkan, serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh 
agama.11 
d. Ima>m Hambali
Menurut Ima>m Hambali, wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan 
pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya 
harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan 
manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada 
9Wahbah al-Zuh}ai>li>>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, h. 153-154.
10Wahbah al-Zuh}ai>li>>>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu., h. 155. Berdasarkan 
definisi ini, seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta bendanya tersebut 
secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, dengan tetap 
kepemilikan harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu 
tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat pengucapan s}i>gat wakaf.
11Al-Syarbaini, Mugni al-Muh}ta>j, Juz II (Mis}r: Must}afa> al-Ba>b al-H}ala>bi>, 1958), 
h. 376.
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Allah.12 Berdasarkan definisi ini, apabila wakaf sudah sah, maka harta yang 
diwakafkan sudah bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Hal ini senada yang 
dikatakan oleh mazhab Syafii. 
Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa 
fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki subtansi pemahaman 
yang serupa, bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat 
bagi kemaslahatan umat, meskipun terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian 
wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta itu bagi sang wakif.\
2. Dasar Hukum Wakaf 
Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur’an dan Hadis yang secara tegas 
menyebutkan dasar hukum ibadah wakaf. Namun, para ulama mengemukakan 
beberapa ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai dasar hukum wakaf, kendati masih 
mengandung pengertian wakaf secara umum, yaitu antara lain :
a. Dasar dari Al-Qur’an
Diantara ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah 
sebagai berikut :
1) QS al- Imran/3: 92 :
 ﻦِﻣ ْﺍﻮُﻘِﻔﻨُﺗ ﺎَﻣَﻭ َٖﻥﻮُّﺒِﺤُﺗ ﺎَّﻤِﻣ ْﺍﻮُﻘِﻔﻨُﺗ ٰﻰَّﺘَﺣ َّﺮِﺒٖﻟﭐ ْﺍﻮُﻟﺎَﻨَﺗ ﻦَﻟ
 ٩٢ ٖﻢﻴِﻠَﻋ ِٖﻪِﺑ َﻪَّﻠﻟﭐ َّﻥِﺈَﻓ ٖﺀٖﻲَﺷ
Terjemahnya :
12Sayyid Ali> Fikri, al-Mu’a>malah al-Ma>diyah wa al-Adabiyah, Juz II (Mis}r: 
Must}afa> al-Ba>b al-Hala>bi>, 1938), h. 304.
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Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan            
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu 
sungguh, Allah maha mengetahui.13 
Kehujahan ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini, 
berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersbut, beliau 
bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruha’ sebuah 
kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasihatinya agar ia 
menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasihat 
Rasulullah saw. tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam 
ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk 
merealisasikan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat diatas 
menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.14
Memperhatikan kemungkinan yang terjadi pada manusia antara lain adalah 
sulitnya manusia untuk mau berinfak dan berwakaf disebabkan oleh kecintaannya 
yang berlebihan terhadap harta dan lemahnya iman yang pada akhirnya tidak mau 
berwakaf walaupun memiliki harta yang melimpah ruah. Apabila pemilik harta ini 
meninggal dunia dan ternyata ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya 
dengan baik tanpa menimbulkan gejolak, maka ini adalah yang baik dibandingkan 
dengan apabila ternyata harta peninggalan tersebut (yang memang baik tidak mau 
sedikit pun mewakafkannya) ternyata menimbulkan gejolak dan pertengkaran atau 
malah terjadi pembunuhan antara ahli waris. Alangkah sedihnya kejadian seperti ini 
dimana harta yang ada menimbulkan malapetaka dan mungkin ada yang berkata 
13Kementerian Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya (Cet.IV; Lembaga Percetakan al-Qur’an 
Depatemen Agama: Jakarta, 2009),h. 3.
14Abu ubaid, Al-amwal (cairo: Buku Daras di fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, 1991), 
h.552
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bahwa harta itu tidak berkah karena pemiliknya pelit, sehingga tidak mau 
menafkahkan sebagian hartanya.15
2) QS al-Hajj/22: 77 :
 ْﺍﻭُﺪُﺒٖﻋﭐَﻭ ْۤﺍﻭُﺪُﺠٖﺳﭐَﻭ ْﺍﻮُﻌَﻛٖﺭﭐ ْﺍﻮُﻨَﻣﺍَﺀ َﻦﻳِﺬَّﻟﭐ ﺎَﻬُّﻳَﺄَٰٓﻳ
 ٧٧ َٖﻥﻮُﺤِﻠٖﻔُﺗ ٖﻢُﻜَّﻠَﻌَﻟ َﺮٖﻴَﺨٖﻟﭐ ْﺍﻮُﻠَﻌٖﻓﭐَﻭ ٖﻢُﻜَّﺑَﺭ
Terjemahnya :
Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah 
tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu yang beruntung. 16 
Penafsiran diatas yang menyebutkan bahwa al-khayr itu adalah perbuatan baik 
secara umum, antara lain adalah berwakaf. Dalam berwakaf ini hendaknya dilakukan 
dengan profesional, sehingga pengelolannya dan peruntukannya dapat diatur sebaik-
baiknya.17
3) QS al-Baqarah/2: 267 
 ٖﻢُﺘٖﺒَﺴَﻛ ﺎَﻣ ِﺖَٰﺒِّﻴَﻃ ﻦِﻣ ْﺍﻮُﻘِﻔﻧَﺃ ْﺍٓﻮُﻨَﻣﺍَﺀ َﻦﻳِﺬَّﻟﭐ ﺎَﻬُّﻳَﺄَٰٓﻳ
 َﺚﻴِﺒَﺨٖﻟﭐ ْﺍﻮُﻤَّﻤَﻴَﺗ َﻻَﻭ ِٖﺽٖﺭَٖﻷﭐ َﻦِّﻣ ﻢُﻜَﻟ ﺎَﻨٖﺟَﺮٖﺧَﺃ ﺂَّﻤِﻣَﻭ
 ِٖﻪﻴِﻓ ْﺍﻮُﻀِﻤٖﻐُﺗ ﻥَﺃ َّﻵِﺇ ِﻪﻳِﺬِﺧﺎَِٔﺑ ﻢُﺘٖﺴَﻟَﻭ َﻥﻮُﻘِﻔﻨُﺗ ُﻪٖﻨِﻣ
 ٢٦٧ ٌﺪﻴِﻤَﺣ ٌّﻲِﻨَﻏ َﻪَّﻠﻟﭐ َّﻥَﺃ ْﺍٓﻮُﻤَﻠٖﻋﭐَﻭ
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
15Suhrawardi K. Lubis, Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), h. 15-16
16Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya, h. 459.
17Suhrawardi K. Lubis, Wakaf  dan Pemberdayaan Umat, h.18.
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melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.18
Ayat tersebut memiliki makna perintah “nafkahkanlah”, oleh sebab itu 
menurut jumhur ulama ayat tersebut digolongkan sebagai salah satu ayat yang 
mensyariatkan wakaf. Dan hendaknya mewakafkan/memberikan harta yang 
digunakan di jalan Allah ialah harta yang baik, bukan harta yang diperoleh dari jalan 
yang tidak baik.
Dari dasar hukum ayat-ayat al-Qur’an di atas, dapat diketahui bahwa wakaf 
merupakan salah satu sarana untuk membelanjakan harta di jalan Allah swt. Oleh 
karena itu, harta yang diwakafkan haruslah harta yang baik. Untuk meraih 
kesempurnaan dalam berwakaf, akan lebih baik apabila harta yang diwakafkan adalah 
harta yang memang dicintai oleh pemberi wakaf. Dengan membelanjakan hartanya di 
jalan Allah melalui wakaf, pemberi wakaf juga akan mendapatkan ganjaran dari 
Allah, baik di dunia maupun di akhirat.
b. Dasar dari Hadis
Selain dari al-Qur’an, dalil atau dasar hukum wakaf juga disadur dari 
hadits Nabi saw. Sebagaimana hadits-hadits Nabi berikut: 
 ﺍﻮُﻟﺎَﻗ ٍﺮْﺠُﺣ ُﻦْﺑﺍَﻭ ٍﺪﻴِﻌَﺳ َﻦْﺑﺍ ﻲِﻨْﻌَﻳ ُﺔَﺒْﻴَﺘُﻗَﻭ َﺏﻮُّﻳَﺃ ُﻦْﺑ ﻰَﻴْﺤَﻳ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
 ﻲِﺑَﺃ ْﻦَﻋ ِﻪﻴِﺑَﺃ ْﻦَﻋ ِﺀَﻼَﻌْﻟﺍ ْﻦَﻋ ٍﺮَﻔْﻌَﺟ ُﻦْﺑﺍ َﻮُﻫ ُﻞﻴِﻌَﻤْﺳِﺇ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
 َﺕﺎَﻣ ﺍَﺫِﺇ َﻝﺎَﻗ َﻢَّﻠَﺳَﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪَّﻠﻟﺍ ﻰَّﻠَﺻ ِﻪَّﻠﻟﺍ َﻝﻮُﺳَﺭ َّﻥَﺃ َﺓَﺮْﻳَﺮُﻫ
18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,  h. 469
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 ٍﺔَﻳِﺭﺎَﺟ ٍﺔَﻗَﺪَﺻ ْﻦِﻣ َّﻻِﺇ ٍﺔَﺛَﻼَﺛ ْﻦِﻣ َّﻻِﺇ ُﻪُﻠَﻤَﻋ ُﻪْﻨَﻋ َﻊَﻄَﻘْﻧﺍ ُﻥﺎَﺴْﻧِْﻹﺍ
19ُﻪَﻟ ﻮُﻋْﺪَﻳ ٍﺢِﻟﺎَﺻ ٍﺪَﻟَﻭ ْﻭَﺃ ِﻪِﺑ ُﻊَﻔَﺘْﻨُﻳ ٍﻢْﻠِﻋ ْﻭَﺃ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu 
Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami 
Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah 
seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya 
kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan 
anak shalih yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim).
Para ulama menafsirkan kata-kata sedekah jariah (sedekah yang akan terus 
mengalirkan pahala) dalam Hadits tersebut dengan wakaf.20 Oleh karena itu, wakaf 
merupakan amal kebajikan yang tetap dan tidak akan terputus. Maksudnya, walaupun 
pemberi wakaf telah meninggal dunia, dia akan tetap mendapatkan ganjaran dari 
Allah dengan syarat harta yang diwakafkannya masih bisa terus memberikan manfaat 
kepada orang lain. 
Selanjutnya dalam hadis lain diceritakan, bahwa umar bin khattab 
mewakafkan tanahnya yang berada dikhaibar. Ini juga dipandang sebagai salah satu 
bentuk persyariatan wakaf. Dalam hadis diceruitakan sebagai berikut: 
 ُّﻱِﺭﺎَﺼْﻧَْﻷﺍ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﺪْﺒَﻋ ُﻦْﺑ ُﺪَّﻤَﺤُﻣ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ ٍﺪﻴِﻌَﺳ ُﻦْﺑ ُﺔَﺒْﻴَﺘُﻗ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
 ُﻪَّﻠﻟﺍ َﻲِﺿَﺭ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑﺍ ْﻦَﻋ ٌﻊِﻓﺎَﻧ ﻲِﻧَﺄَﺒْﻧَﺃ َﻝﺎَﻗ ٍﻥْﻮَﻋ ُﻦْﺑﺍ ﺎَﻨَﺛَّﺪَﺣ
ﺎَﻤُﻬْﻨَﻋ  َّﻲِﺒَّﻨﻟﺍ ﻰَﺗَﺄَﻓ َﺮَﺒْﻴَﺨِﺑ ﺎًﺿْﺭَﺃ َﺏﺎَﺻَﺃ ِﺏﺎَّﻄَﺨْﻟﺍ َﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ْﻥَﺃ
 ﻲِّﻧِﺇ ِﻪَّﻠﻟﺍ َﻝﻮُﺳَﺭ ﺎَﻳ َﻝﺎَﻘَﻓ ﺎَﻬﻴِﻓ ُﻩُﺮِﻣْﺄَﺘْﺴَﻳ َﻢَّﻠَﺳَﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪَّﻠﻟﺍ ﻰَّﻠَﺻ
19Ima>m Abu> H}usain Muslim Ibn al-Hajja>j, S}ah}i>h} Muslim, Juz III (Beirut: Da>r al-
Fikr, 1992), h. 70.
20Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, 
Infak, Sedekah, dan Wakaf (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 161.
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 ﺎَﻤَﻓ ُﻪْﻨِﻣ ﻱِﺪْﻨِﻋ َﺲَﻔْﻧَﺃ ُّﻂَﻗ ًﻻﺎَﻣ ْﺐِﺻُﺃ ْﻢَﻟ َﺮَﺒْﻴَﺨِﺑ ﺎًﺿْﺭَﺃ ُﺖْﺒَﺻَﺃ
 َﻝﺎَﻗ ﺎَﻬِﺑ َﺖْﻗَّﺪَﺼَﺗَﻭ ﺎَﻬَﻠْﺻَﺃ َﺖْﺴَﺒَﺣ َﺖْﺌِﺷ ْﻥِﺇ َﻝﺎَﻗ ِﻪِﺑ ُﺮُﻣْﺄَﺗ
 َﻕَّﺪَﺼَﺗَﻭ ُﺙَﺭﻮُﻳ َﻻَﻭ ُﺐَﻫﻮُﻳ َﻻَﻭ ُﻉﺎَﺒُﻳ َﻻ ُﻪَّﻧَﺃ ُﺮَﻤُﻋ ﺎَﻬِﺑ َﻕَّﺪَﺼَﺘَﻓ
 ِﻦْﺑﺍَﻭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻲِﻓَﻭ ِﺏﺎَﻗِّﺮﻟﺍ ﻲِﻓَﻭ ﻰَﺑْﺮُﻘْﻟﺍ ﻲِﻓَﻭ ِﺀﺍَﺮَﻘُﻔْﻟﺍ ﻲِﻓ ﺎَﻬِﺑ
 ﺎَﻬْﻨِﻣ َﻞُﻛْﺄَﻳ ْﻥَﺃ ﺎَﻬَﻴِﻟَﻭ ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َﺡﺎَﻨُﺟ َﻻ ِﻒْﻴَّﻀﻟﺍَﻭ ِﻞﻴِﺒَّﺴﻟﺍ
ٍﻝِّﻮَﻤَﺘُﻣ َﺮْﻴَﻏ َﻢِﻌْﻄُﻳَﻭ ِﻑﻭُﺮْﻌَﻤْﻟﺎِﺑ  َﻦﻳِﺮﻴِﺳ َﻦْﺑﺍ ِﻪِﺑ ُﺖْﺛَّﺪَﺤَﻓ َﻝﺎَﻗ
  21ًﻻﺎَﻣ ٍﻞِّﺛَﺄَﺘُﻣ َﺮْﻴَﻏ َﻝﺎَﻘَﻓ
Artinya:
Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun 
berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di 
Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta 
pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai 
Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah 
mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan 
perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, 
kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan 
(hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar 
menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak 
diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk 
membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan 
tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara 
yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud 
menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada 
Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak 
mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya". 
(HR. Bukhari)
Kata ﺎَﻬِﺑ َﺖْﻗَّﺪَﺼَﺗَﻭ ﺎَﻬَﻠْﺻَﺃ َﺖْﺴَﺒَﺣ pada hadis in mengisyaratkan wakaf sebgai 
tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilkan atas suatu benda dan 
menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. 
21Lihat. al-Bukha>ri>, Shahih al-Bukha>ri> Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr. t.th), h. 196.  
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Sampai hari ini para ulama setelah nabi muhammad telah ijma tentang kebolehan 
wakaf hukumnya sunnah dan tidak satupun dari mereka yang mengingkari hal ini.
Dasar hukum berupa hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa wakaf 
merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW 
dan para sahabatnya. Hadits-hadits di atas juga memperlihatkan bahwa wakaf tidak 
hanya merupakan bentuk ibadah yang berpahala bagi wakif, namun juga bermanfaat 
bagi pembangunan ekonomi masyarakat.
Itulah beberapa hadis yang mendasari diisyaratkannya wakaf sebagai tindakan 
hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang, dan 
menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh 
pahala dari Allah. Kepentingan umum tersebut, bisa berupa kepentingan sosial atau 
kepentingan keagamaan.
3. Rukun dan Syarat Wakaf
Praktik wakaf memerlukan unsur-unsur (rukun) yang harus memenuhi 
persyaratan-persayaratan tertentu. Unsur-unsur yang dimaksud adalah pewakaf 
(waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf alaih), 
pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola (nadzir) baik lembaga atau 
perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta 
menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.
a. Pewakif (Wakif)
Orang yang mewakafkan harta disebut dengan wakif. Sebagai subjek wakaf, 
wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta 
31
tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan.22 Wakaf, sebagaimana diketahui adalah 
perbuatan hukum yang memisahkan hak dengan tujuan untuk melaksanakan perintah 
Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya tanpa mengharapkan imbalan materi dari 
pihak manapun seperti halnya dengan hibah dan sedekah. Oleh karena itu, pewakaf 
disyaratkan harus seseorang yang dipandang cakap untuk melakukan amal kebajikan.
23
1) Pewakaf adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Anak-anak yang belum 
dewasa sekalipun sudah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan sudah 
dapat menentukan pilihan sendiri (mumayyiz), tidak sah beramal wakaf. 24Al-Kasani 
menjelaskan bahwa wakaf secara material merupakan tindakan yang bersifat 
merugikan, karena melepaskan hak tanpa memperoleh imbalan materi, sedangkan 
anak yang belum dewasa bukanlah person yang layak untuk melakukan tindakan 
tersebut walaupun secara moral sangat terpuji dan memperoleh pahala seperti 
sedekah, hibah, dan membebaskan budak. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan 
oleh anak-anak yang belum dewasa tidak sah.25 
2) Pewakaf yang berakal sehat, orang yang sakit ingatan (majnun) semua 
tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu tidak sah beramal 
22Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat 
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 30.
23H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor) (Cet.I; Jakarta: Kementrian 
Agama RI, 2010), h. 109 
24Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi, Nihayah al-Zain, dalam  H. Mukhlisin Muzarie, 
Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di 
Pondok Modern Darussalam Gontor) (Cet.I; Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), h. 110
25Al-Kasani, ala’uddin Abu Bakar bin Mas’ud, al-Hanafi, Kitab Bafa’i al-Sham’fie Tartib al-
Syara’i, dalam H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor) (Cet.I; Jakarta, Kementrian 
Agama RI, 2010), h. 110
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wakaf. Hal ini menyebabkan tindakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
adalah mabuk (sakar) dan idiot (mat’uh). Orang yang mabuk, akalnya tidak dapat 
bekerja dengan baik, tidak sadar, dan tidak dapat mengontrol tindakan-tindakan yang 
ia lakukan, baik yang merugikan dirinya atau yang menguntungkan. Yang dimaksud 
idiot (ma’tuh) adalah orang yang sangat lemah akalnya sehingga tidak dapat 
menangkap  dan merekam informasi dengan baik, akibatnya tindakan dan ucapannya 
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan dan ucapan orang idiot tidak menentu, 
kadang-kadang seperti orang sehat akalnya dan kadang-kadang seperti orang sakit 
ingatan. Oleh karena itu, orang idiot termasuk orang yang tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum, tidak sah mengikrarkan wakaf.26
3) Pewakaf pada saat mewakafkan hartanya dalam keadaan sehat,bukan 
orang sedang sakit keras. Orang yang sedang sakit keras tidak sah mewakafkan, 
kecuali dalam batas sepertiga harta. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan untuk 
melindungi hak-hak oranglain seperti hak orang yang berpiutang dan hak ahli waris.27
4) Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang diwakafkannya, 
seseorang yang diserahi tugas untuk mengurus harta, atau hanya sebagi pengguna, 
seperti pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan pemilik gadai, tidak dapat 
mewakafkan harta yang dikuasainya karena bukan pemilik penuh.28
5) Pewakaf adalah pemilik sah terhadap harta yang diwakafkannya, 
penggasab, penyerobot, pencuri, dan pemilik harta ilegal lainnya, tidak sah 
26Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid II. h. 336
27Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh  al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, h. 128
28Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor) (Cet.I; Jakarta, Kementrian 
Agama RI, 2010), h. 113.
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mewakafkan harta yang dimilikmya secara ilegal karena bukan pemiliknya yang sah. 
Ibnu al-Humam menjelaskan bahwa orang yang memiliki tanah yang diperoleh 
dengan cara menyerobot (ghashab) kemudian diwakafkan dan sesudah itu 
memberikan ganti rugi kepada pemiliknya atau mengadakan transaksi jual beli, 
hukumnya tdak sah karena pada saat mewakafkan tanah tersebut belum dimiliki 
secara sah. Lebih lanjut Ibnu al-Humam mengatakan bahwa berbeda dengan apabila 
seseorang mewakafkan sebidang tanah milik orang lain dan hasil disalurkan ke 
berbagai kebajikan kemudian pemiliknya menyetujui tindakan tersebut, maka 
wakafnya sah dengan catatan dilegalkan oleh pejabat yang berwenang dan diserah 
terimakan. Cara yang yang demikian disebut “wakaf fudhuli”.
Ibnu al-Humam memandang bahwa aspek sosial dalam wakaf lebih dominan 
jika dibandingkan dengan aspek ibadahnya, sehingga kekurangan syarat dan prosedur 
pelaksanannya, seperti belum dimiliki atau belum dikuasai, dapat dipenuhi setelah 
transaksinya dilaksanakan. Sedangkan jumhur ulama memandang aspekibadah dalam 
wakaf lebih dominan dari aspek sosialnya sehingga mensyaratkan pewakaf sebagai 
pemilik sah dan barang yang diwakafkan berada dalam kekuasannya.29
6) Pewakaf beragama Islam, ahli fiqh dari berbagai mazhab tidak 
mensyaratkan Islam sebagai syarat keabsahan wakaf, mereka memandang wakaf 
yang dilakukan oleh orang non Islam (kafir) hukumnya sah.30
b. Harta yang diwakafkan (mauquf bih)
Ulama fikih zaman klasik membagi aset wakaf menjadi dua macam,
pertama berupa masjid, kedua bukan masjid.Aset wakaf yang bukan masjid dibagi 
29Ibnu al-Humam, Syarah Fath al-Qadir, Juz VI, h. 187
30Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtaz, Juz VI, h. 601
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menjadi dua lagi, pertama berupa benda bergerak, kedua benda tak bergerak.31 
Seluruh ulama sepakat tentang kebolehan wakaf berupa asset yang tak bergerak 
(tanah dan bangunan), akan tetapi untuk asset bergerak mereka berbeda pendapat. 
Mayoritas ulama fikih selain Hanafiyah memperbolehkan asset wakaf berupa aset 
bergerak secara mutlak.Sedang Hanafiyah membatasi kebolehan wakaf asset bergerak 
bilamana asset tersebut merupakan asset terkait dengan benda tak bergerak yang 
diwakafkan.32
c. Penerima manfaat wakaf (al-mauquf’ alaih)
Tujuan pensyariatan wakaf yang sekaligus menjadi pembeda dengan 
filantropi yang lain adalah pada aspek keabadian yang diproyeksikan
terciptanya kontinuitas pahala bagi pewakaf. Oleh karena itu, manfaat yang
timbul dari pendayagunaan asset wakaf harus dimanfaatkan dalam batasbatas yang 
diperbolehkan dalam syariat, baik tujuan tersebut merupakan pilihan pewakaf, 
maupun kebijakan dari pihak nadzir. Di dalam UU,  disebutkan pengaturandistribusi 
harta benda wakaf dibatasi hanya diperuntukkan bagi, (a). sarana dan kegiatan 
ibadah, (b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. (c). bantuan kepada fakir 
miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa, (d). kemajuan dan peningkatan 
ekonomi umat, (e). kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan 
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.33
d. Ikrar wakaf (shighat)
31Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat, h. 209.
32UU Wakaf No.41 tahun 2004 pasal (7), tentang Wakif.
33Undang-Undang RI Tentang Wakaf  No. 41 Tahun 2004.
35
Berbeda dengan fikih shighat cukup hanya dinyatakan secara lisan, jelas
dan tegas kepada nadzir yang telah ditentukan. Namun dalam sistem
perundang-undangan di Indonesia, ikrar wakaf harus dinyatakan dihadapan seorang 
nadzir yang telah disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Ikrar lisan itu kemudian harus
dituangkan dalam bentuk tertulis. Akta wakaf harus dibuat sebagai bahan
pendaftaran tanah wakaf di subdirektorat agrarian setempat. Ketuntan ini
menurut PP No.10 tahun 1961 adalah untuk memenuhi asas publisitas dan
asas spesialitas. Asas publisitas: adalah asas yang mengharuskan nama, status hak 
dan beban-beban yang ada diatas sebidang tanah terdaftar dalam daftar
umum. Sedangkan asas spesialitas: adalah asas yang menghendaki letak, luas
dan batas-batas tanah tampak jelas bagi siapapun juga. Oleh karena itu
sebidang tanah harus diukur, dipetakan dan dihitung luasnya.34
e. Pengelola wakaf (nadzir)
Harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan 
mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia. Demikian pula halnya harta wakaf 
memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta 
mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan 
wakaf. Orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam 
istilah teknik disebut nadzir.35
34Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Depok: UI press,
1988), h. 117.
35Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor) , h. 142.
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Adapun syaratnya yaitu 1) Keadilan (sifat adil) yang tampak. Meskipun, 
wakaf diberikan kepaada orang-orang tertentu yang sudah dewasa. Sebab, 
pengawasan adalah kekuasaan, sebagaimana orang yang mendapatkan wasiat dan 
orang yang betanggungjawab. Keadilan adalah konsistensi pada hal-hal yang 
dilakukan secara syar’i. Ini adalah syarat mayoritas ulama. Hanabillah mengatakan 
keadilan tidak disyaratkan. Pengawas yang fasik bisa dibantu oleh pengawas yang 
adil, sebagaimana pengawas yang lemah dibantu oleh pengawas yang kuat.
2) Kecakapan yaitu kekuatan diri, kemampuan untuk mengelola apa yang 
menjadai pengawasannya. Kriteria kecakapan tidak memerlukan petunjuk penglolaan 
barang wakaf. Kecakapan menghendaki adanya sifat mukallaf yaitu baligh dan 
berakal. Pengawas tidak disyariatkan laki-laki, sebab Umar memberi wasiat kepada 
Hafshah. Jika keadilan dan kecakapan tidak terpenuhi maka penguasa mencabut 
wakaf dari orang tersebut. Bahkan, meskipun orang yang wakaf adalah pengawas itu 
sendiri. Jika penghalang sudah hilang maka pengawasan kembali lagi kepadanya, 
menurut kalangan Syafi’iyyah. Ini jika memang disyaratkan dalam wakaf, dinyatakan 
dengan tegas.
3) Islam, ini jika orang yang mendapatkan wakaf muslim, atau pihak yang 
mendapatkan wakaf sepeti mesjid dan sebagainya. Jika wakaf kepada oang kafir 
tertentu maka syarat pengawasan boleh kepada orang kafir. Inilah yang disebutkan 
oleh Hanabillah.36
4. Sejarah Wakaf
36Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: III/421 dan seterusnya; al-Qawaanlin al-Fiqhiyah, 
h. 371 dan sterusnya; Mughnil Muhtaaj; II/393; Kasysyaaful Qinaa:IV/293, 297, 298, dan seterusnya; 
asy-Syarhul Kabiir: IV/88, dalam Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 10, 
penerjemah, Abdul Hayyie al-Katani, dkk (cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h.333-334.
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Sebelum Islam lahir, praktik seperti sistem wakaf Islam bisa dijumpai di 
beberapa wilayah, di kota Mekkah misalnya terdapat Ka’bah yang dibangun sejak 
zaman nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpul dan tempat ibadah bagi manusia.37 al-
Qur’an menyebutkan bahwa ka’bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi 
manusia, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Ali Imran/3: 96 :
 ﺎٖﻛَﺭﺎَﺒُﻣ َﺔَّﻜَﺒِﺑ ﻱِﺬَّﻠَﻟ ِﺱﺎَّﻨﻠِﻟ َﻊِﺿُﻭ ٖﺖٖﻴَﺑ َﻝَّﻭَﺃ َّﻥِﺇ
 ٩٦ َﻦﻴِﻤَﻠَٰﻌٖﻠِّﻟ ﻯٖﺪُﻫَﻭ
Terjemahnya :
Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah 
(Baitullah) yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk 
bagi seluruh semesta alam.38
Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka’bah dibangun oleh Nabi Adam 
as., dan kaidah-kaidahya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim as., dan Nabi Ismail as., serta 
dilestarikannynya oleh Nabi Muhammad saw., maka dengan demikian Ka’bah 
merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk 
kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi 
Ibrahim yang membangun Ka’bah, maka Ka’bah merupakan wakaf pertama kali 
dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk 
kepentingan agama dan menegakkan tauhid.39
Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa 
kenabian Muhammad saw., di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid 
37Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan
Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf (Jakarta: 
IIMaN Press dan Dompet Dhuafa Republika, 2004), h. 14 
38Kemetrian Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya, h. 4
39Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif  (Cet.I; Jakarta: Khalifa, 2005), h. 6 
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Quba’ yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa pertama dalam Islam untuk 
kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum 
pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan 
pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah yatim dari Bani Najjar 
setelah dibeli oleh Rasulullah saw., dengan harga delapa tratus dirham. Dengan 
demikian, Rasulullah saw., telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.40
Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw., karena wakaf 
disyariatkan setelah Nabi saw., madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua 
pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurispendensi Islam (fuqaha’) tentang 
siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama 
mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw., 
untuk dibangun masjid.
Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatakan oleh Umar bin Syabah 
dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata : Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, 
dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf 
dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-
orang Ansor mengatakan wakaf Rasulullah saw.41
Rasulullah saw., pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan ketujuh 
kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, 
dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang 
40Mundzir Qahaf. Al-waqf al-Islami Tatawwuruhu, dalam Miftahul Huda, Mengalirkan 
Manfaat Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata 
Publishing, 2015),h. 80. 
41Al Shaukani, Nail al Author Jil. VI dalam Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Potret 
Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015),h. 80. 
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pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini 
berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra., ia berkata :
Dari Ibnu Umar ra., : “Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah 
di Khaibar, kemudian Umar ra., menghadap Rasulullah saw., untuk meminta 
petunjuk, Umar ra.,  berkata : “Hai Rasulullah saw., saya mendapat sebidang tanah di 
Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau 
perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw., bersabda : “ Bila engkau suka, kau tahan 
(pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, dan tidak 
dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata : “ Umar menyedekahkannya 
(hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, 
sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) 
wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan 
orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”.
Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul 
oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. 
Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi saw., lainnya seperti Abu Bakar yang 
mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukan kepada anak 
keturunannya yang datang ke Makkah. Usman menyedekahkan hartanya di Khaibar. 
Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ad bin Jabal mewakafkan 
rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan 
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wakaf yang disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam 
dan Aisyah, istri Rasulullah saw.42
Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai 
peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah umat manusia, baik dari sisi pelaksanaan 
maupun peluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan 
oleh Umar bin Al-Khathab di beberapa negara, seperti Syam, Mesir, dan Iraq. Hal ini 
dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para Sahabat, yang hasilnya adalah 
tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut 
dalam pembebasan tersebut. Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan 
wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani 
pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam istilah ekonomi Islam 
disebut pajak bumi.43
Dengan demikian pula, maka wakaf sosial sebagaimana yang diperintahkan 
Nabi Muhammad saw., kepada Umar ra., berasal dari wahyu kenabian dan tidak 
mencontoh pelaksanaan wakaf yangg dipraktekkan oleh orang-orang Mesir Kuno 
maupun orang-orang Yunani dan Romawi. Sebab pengetahuan Rasulullah tentang 
keadaan mereka secara detil sangat sedikit. Rasulullah hidup pada suatu zaman 
dimana kebutuhan masyarakat sangat kompleks, akan tetapi sebelumnya tidak pernah 
42Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf 
di Indonesia (Bekasi: Gramata Publishing, 2015),h. 81.
43Miftahul Huda, Mengalirkan Manfaat Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf 
di Indonesia, h. 83.
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ada percontohan wakaf sosial yang sukses. Apalagi menurut sejarah, tidak ditemukan 
wakaf di kalangan bangsa Arab sebelum Islam.44
Kesimpulannya bahwa pemikiaran dari yayasan keagamaan hingga bantuan 
pelayanan umum yang telah lama dirasakan manfaatnyaa oleh masyarakat merupakan 
penemuan Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw., Nabi yang yang menjadi 
petunjuk dan rahmat, paling tidak bagi masyarakat Arab, seperti halnya ide 
pembentukan wakaf keluarga setelah setelah sepuluh tahun wafatnya Rasulullah saw., 
yang dicetuskan oleh para sahabat.
B. Perkembangan Perwakafan di Dunia Islam dan Perkembangan Ketentuan 
Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia.
1. Sejarah Perwakafan di Dunia Islam
Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan 
kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan 
umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota 
masyarakat. Tempat peribadatan adalah  salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh 
manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat 
yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering 
dipergunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena 
itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, 
kecuali ia telah diberi mandat untuk mengelolaannya seperti para pemuka agama dan 
juru kunci.45
44Ensiklopedia Amerika, Jilid 11 dalam Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, h. 10.
45Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf  Produktif  (Cet.I; Jakarta: Khalifa, 2005), h. 3-4
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Meskipun wilayah Islam terpecah-pecah sebagai akibat penjajahan, namun 
harta wakaf yang ada di wilayah-wilayah Islam yang sudah merdeka tetap terpelihara 
dengan baik. Sejarah membuktikan bahwa wakaf yang dipelihara dan dikembangkan 
secara produktif sangat membantu kepentingan masyarakat. Sekarang ini ada 
beberapa beberapa negara-negara yang mengelola wakaf secara produktif yang 
manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak, sudah selayaknya kita 
belajar dan bercermin pada negara-negara yang sudah mampu mengelola wakaf 
dengan baik dan benar.46 Di antara negara-negara yang cukup berpengalaman dalam 
mengelola wakaf, antara lain yaitu
Turki adalah salah satu negara yang mempunyai sejarah perwakafann yang 
sangat menarik untuk dipelajari. Sejak masa kekuasaan Turki Ustmani, wakaf telah 
menghidupi berbagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai 
bangunan seni dan budaya. Pada umumnya wakaf yang sudah berkembang sejak abad 
ke-15 adalah wakaf properti dan wakaf uang.47 Dari seluruh harta wakaf yang ada, 
46% nya merupakan wakaf uang.48 Harta wakaf tahun 1925 telah mencapai sepertiga 
dari luas lahan produktif di Turki. Turki merupakan negara yang berhasil 
mengembangkan harta wakaf. Berdasarkan data Direktorat Wakaf tahun 1987, di 
Turki ada sekitar 37.917 harta wakaf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
berikut :
46Suhrawardi k. Lubis, Wakaf Dan Pemberdayaan Umat, Ed. 1 (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 
2010), h. 23
47Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makssary, “Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi 
Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia,” dalam Suhrawardi k. Lubis, Wakaf 
Dan Pemberdayaan Umat, Ed. 1 (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 23
48Murat Cizakca, Incorporated Cash Waqfs: Islamic Non-Bank Financial Instruments From 
The Past To The Future?, dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif  (Cet.I; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2015), h. 385.
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Tabel 2.1 Data Direktorat Wakaf tahun 1987 tentang jumlah harta wakaf di 
Turki.
No Jenis Harta Wakaf Jumlah
1 Masjid 4.400
2 Asrama Mahasiswa 500
3 Pusat Bisnis 453
4 Hotel 150
5 Toko 5.348
6 Apartemen 2.254
7 Meja 453
8 Wakaf Properti Lainnya 24.809
Total 37.917
Sumber : Proceeding of seminar management and development of awqaf, IRTI, 1987.
Dengan potensi wakaf yang cukup besar ini, Direktorat Jenderal Wakaf juga 
mengelola wakaf dalam bentuk sosial. Wakaf Turki di antaranya digunakan untuk 
pelayanan kesehatan dan pendidikan. Wakaf untuk pendidikan disalurkan dalam 
bentuk beasiswa dan asrama gratis untuk mahasiswa. Untuk melestarikan tradisi 
berwakaf di kalangan masyarakat, Dirjen wakaf menggelar charities week setiap 
tahun di bulan Desember yang dimulai sejak tahun 1983.49
Berdasarkan fakta sejarah wakaf di Negara Turki, ternyata wakaf di negara ini 
mencakup pelayanan sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Wakaf sebagai 
ajaran agama dapat berfungsi sebagai modal sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 
Kenyataan ini harus diakui, bahwa pengelolaan wakaf di negara ini sudah mengalami 
kemajuan yang sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di Bangladesh, sebagai negara miskin, masyarakatnya sangat memahami 
ajaran agama dan sadar akan peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat 
Bangladesh sadar, bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi 
masyarakat berbasis syariah. Wakaf Uang, seperti juga halnya dengan wakaf tanah 
49Rozalinda, Manajemen Wakaf  Produktif , h. 386.
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menjadi sarana pendukung kesejahteraan masyarakat. Di Bangladesh harta wakaf 
dikelola kantor administrasi wakaf dan yayasan/komite wakaf yang tidak terdaftar 
pada kantor adminitrasi Wakaf Kementrian Agama Bangladesh. Di negara itu 
terdapat 8.317 lembaga pendidikan Islam, 123.000 masjid, 55.584 lapangan untuk 
shalat Id, 21.163 lahan pemakaman, dan 3.859 lembaga sosial lainnya yang statusnya 
adalah harta wakaf.50 Wakaf di Bangladesh telah memberikan sumbangan yang 
berarti bagi masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikan, layanan kesehatan, dan 
layanan sosial keagamaan lainnya.
Sejak wakaf uang dipopulerkan kembali sebagai instrumen perwakafan oleh 
M.A. Mannan tahun 1995, Bangladesh menjadi percontohan dan model pengelolaan 
wakaf produktif. Seiring dengan itu, di negara itu didirikan Sosial Invsestment Bank 
Ltd (SIBL). Bank ini mengembangkan pasar modal pasar modal sosial (The 
Voluntary Capital Market). Instrumen-instrumen keuangan Islam dikembangkan 
seperti surat obligasi pembangunan perangkat wakaf (Waqf Properties Development 
Bond), sertifikat wakaf uang (Cash Waqf Certificate), sertifikat wakaf uang keluarga 
(family waqf certifikat), sertifikat pembayaran zakat (zakat/ushur payment 
Certificate), sertifikat pembayaran zakat (zakat/ushur payment Certificate), dan lain-
lain.51
50Laporan Hasil Penelitian Aplikasi Wakaf  Uang dalam Pemberdayaan Perumahan Swadaya, 
PT. Adizha Maraton di Kementrian Negara Perumahan Rakyat, dalam  Rozalinda, Manajemen Wakaf  
Produktif  , h. 386.
51Muhammad Abdul Mannan, The Institution Of Waqf: Its Religius And Sosio-Economic 
Roles And Implications, dalam Management And Developmen of Awqaf Properties, Proceeding Of 
The Seminar, (Jeddah: Islamic Research And Training Institute, Islamic Develompent Bank, 1987) h. 
36. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 
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Wakaf uang di Bangladesh dapat menggantikan sebagian pajak penghasilan 
untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, wakaf 
uang dipandang sebagai bentuk gerakan pembangunan masyarakat dalam mengatasi 
masalah pendidikan, sosial, dan ekonomi. 
  Sebagai negara Islam, Arab Saudi tergolong negara yang serius menangani 
wakaf. Untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis 
Tinggi yang diketuai oleh Kementrian Haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari 
ahli hukum Islam dari kementrian kehakiman, wakil dari kementrian ekonomi dan 
keuangan, dan direktur kepurbakalan serta tiga anggota dari cendikiawan dan 
wartawan. Lembaga ini berkewajiban mengembangkan dan mengarahkan wakaf 
sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan waqif. 
Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel, 
tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, tempat ibadah dan lain-lain. 
Dari berbagai macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan untuk dua kota suci 
yakni kota Makkah dan Madinah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk 
memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan 
tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif.52
Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwa untuk menjaga wakaf agar tetap 
terpelihara serta menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan bagi yang berhak, 
peranan pemerintah sangat menentukan. Untuk itu, dibuatlah undang-undang atau 
peraturan yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengembangan dan 
Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 113.
52Uswatun Hasanah, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus 
Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan), Disertasi,IAIN Syarif Hidayatullah, 1997, h. 81.
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pendistribusian wakaf. Di samping perlu lembaga khusus yang bertugas untuk 
mengelola wakaf. Yang lebih penting lagi kondisi perekonomian negara juga dapat 
mempengaruhi berhasil tidaknya pengelolaan wakaf.
Wakaf di Indonesia berkembang sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh 
wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga 
mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhaan akan tempat beribadah, seperti masjid, 
surau, mendorong, umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran 
wakaf di bumi nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid 
bersejarah yang di bangun di atas tanah wakaf.53
Pengelolaan wakaf di Indoesia mengalami beberapa fase yaitu Periode 
tradisional, pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran 
wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah mahdah, yaitu benda-benda wakaf yang 
kebanyakan unutuk pembangunan fisik, seperti masjid, mushala, pesantren, tanah 
perkebunan, tanah kuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf 
belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang 
bersifat konsumtif.54 Pada fase ini, umumnya umat Islam di Indonesia memahami 
bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan. Peruntukan 
yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat tampaknya masih belum 
diterima sebagai inheren dalam wakaf.
Periode semi profesional, pada periode ini masa pengelolaan wakaf masih 
sama dengan fase tradisional. Namun. Pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola 
53Tholhah Hasan, Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia dalam dalam Rozalinda, 
Manajemen Wakaf  Produktif  , h. 236.
54Ahmad Djunaidi dan Thoieb al-Asyhar, Menuju Wakaf Produktif (Depok: Mumtaz 
Publishing, 2007), h. 5-6
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pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal. Kemajuan pengelolaan 
wakaf yang dilakukan di Indonesia tersebut setidaknya sudah hampir mendekati 
sudah hampir mendekati kemajuan pengelolaan wakaf yang telah dilakukan Mesir. 
Seperti Univeersitas Al-Azhar di Kairo dengan wakaf yang amat besar, di mana 
universitas mampu membiayai operasional peddidikannya selama berabad-abad tanpa 
bergantung pada dana pemerintah. Bahkan universitas tersebut mampu memberikan 
beasiswa kepada ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia selama 
berabad-abad.55
  Periode profesional, periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf 
secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajmen, SDM 
nadzir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, 
surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Semangat 
pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk 
kepentingan kesejhateraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, 
maupun bidang sosial lainnya.
Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkannya kepada sektor riil secara 
mudharabah atau menginvestasikannya di sektor keuangan syariah. Kemudian, 
hasilnya diberikan kepada mauquh alaih sesuai denagn tujuan wakaf, seperti yang 
dilakuakn oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa Republika, Wakaf Uang 
Muamalat Baitul Maal Muamalat. Hasil dari pengembangan itu digunakan untuk 
keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan 
55Ahmad Muhammad Abdul Azhim al-Jamal, al-Waqf al-Islami fi at-Tanmiyah al-
Iqtishadiyyah al-Mu’ashirah, dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf  Produktif, h. 239.
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rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan untuk 
pengembangan sarana dan prasarana ibadah.56 
Demikianlah di antara bentuk pengelolaan wakaf di beberapa negara muslim 
yang tidak lagi membatasi wakaf dalam bentuk pembangunan mesjid dan tanah saja, 
tetapi telah dikembangkan dalam bentuk-bentuk lain yang produktif. Uraian di atas 
juga menjelaskan bahwa praktek pemanfaatan perwakafan di beberapa negara muslim 
tersebut pada dasarnya dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf semula, namun 
dalam beberapa bentuk telah dilakukan pengembangan pemanfaatannya dengan 
tujuan optimalisasi pemanfaatan benda wakaf untuk kepentingan umum.
2. Perkembangan Ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan Perwakafan di 
Indonesia.
Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan pekembangan wakaf 
di era modern ini adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui 
seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan 
oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam 
kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara 
umum dapat dikatakan, bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada 
umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis yang menyangkut relasi antara 
56Muhammad Syafi’i Antonio, Pengelola Wakaf Secara Produktif, dalam Rozalinda, 
Manajemen Wakaf  Produktif, h. 239.
49
Islam dan negara serta pertanyaan mengenai sejauh mana Islam boleh berperan 
diruang publik.57
Masa pemerintahan Kolonial Belanda, pengaturan wakaf telah dilaksnakan 
dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang wakaf, antara lain : a)>>Surat 
Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905 nomor 435. Dalam 
surat ini, meskipun tidak secara khusus disebutkan tentang wakaf, tetapi pemerintah 
kolonial Belanda tidak bermaksud melarang dan menghalanng-halangi pengelolaan 
wakaf untuk kepentingan keagamaan. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah 
diperbolehkan asalakan betul-betul untuk kepentingan umum dan dikehendaki oleh 
masyarakat. b) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 januari 1931 nomor 
1361, surat ini berisi supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, maka izin dari Bupati 
tetap diperlukan dan Bupatilah yang menilai apakah wakaf yang akan dilaksanakan 
itu sesuai dengan maksud dari pemberi wakaf dan bermanfaat untuk umum. c) Surat 
Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 nomor  3088. Surat edaran 
ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan oleh surat edaran sebelumnya, 
yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika 
terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah wakaf tersebut. d) Surat Edaran 
Sekretaris Governemen tanggal 27 mei 1935 nomor 1237. Surat edaran ini pun 
57Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makssary, “Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi 
Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia,” dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf  
Produktif, h. 240.
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bersifat penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya, yakni berkenaan dengan 
tata cara pelaksanaan wakaf.58
Sayangnya, peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan 
politik (political will) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan 
tujuan wakaf. Akibatnya, peraturan -peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-
organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. 
Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat 
sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan 
terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang 
berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemeintah 
kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk 
memenuhi formalisme administratif semata.59
Formalisme ini terus berlanjut sampai masa kemerdekaan. Politik filantropi 
Islam pada masa orde lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-
peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial Belanda, pada zaman 
kemerdekaan masih tetap diberlakukan karena peraturan perwakafan yang baru belum 
ada. Adapun peraturan yang mengatur wakaf pada masa orde lama, adalah a) 
peraturan nomor 33 tahun 1949 yang memberikan kewenangan kepada Menteri 
Agama untuk mengurus wakaf. Selanjutnya PP ini ditindaklajuti oleh Menteri Agama 
nomor 9 tahun 1952 yang memberikan kepada kepala kantor urusan agama kabupaten 
untuk menyeidiki, mendata, dan mengawasi penyelenggaraan wakaf. Surat keputusan 
58Kementerian Agama RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat 
Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelanggara Haji (Jakarta, 2005), h. 13-
15.
59Rozalinda, Manajemen Wakaf  Produktif, h. 241.
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bersama menteri dalam negeri dan menteri agraria tanggal 5 maret 1959 nomor pem. 
19/22/23/7: S.K./62/Ka/59P mengalihkan kewenangan bupati sebagai pengawas harta 
wakaf menjadi tugas kepala pengawasan agararia. Secara hirearki peraturan hukum di 
Indonesia dalam Undang-undang agararia.60b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Lahirnya Undang-Undang ini telah 
memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia. Dalam pasal 49 dijelaskan bahwa untuk 
keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dapat diberi tanah yang dikuasai 
langsung oleh negara dengan hak pakai, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur 
dengan peraturan pemerintah.61
Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan 
perwakafan, seperti yang terjadi pada Orde lama tidak memiliki arti penting bagi 
pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. 
Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk 
memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari 
menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir 
termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai separuh kedua dasawarsa 1980 
an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.62 Adapun 
peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru yaitu 
a) PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dalam 
peraturan ini dikemukakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang 
60Uswatun Hasanah, Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, h. 140.
61Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
62Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makssary, “Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi 
Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia,” dalam Rozalinda, Manajemen Wakaf  
Produktif, h. 242.
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dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan 
keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai 
kesejahteraan spritual dan mateeriil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila. Lahirnya Peraturan Pemerintah  ini disebabkan karena peraturan yang lama 
tentang pengatruran wakaf dianggap belum memadai dan belum memenuhi 
kebutuhan tentang tata cara pengaturan wakaf di Indonesia.63 
b) Perwakafan dalam KHI Tahun 1991. Sebagai hukum materiil untuk menjadi 
pegangan Hakim Peradilan Agama dalam memutus sengketa wakaf ini, pemerintah 
telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu hukum 
perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf. Kompilasi hukum Islam ini sudah 
diterima baik oleh para ulama dan para cendikiawan muslim seluruh Indonesia dalam 
lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988. 
Kemudian melalui Instrusksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 telah ditentukan sebagai 
pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam 
menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi di antara bidang hukum 
tersebut. intrusksi Presiden tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan Surat 
Keputusannya Nomor 154 Tahun 1992, tanggal 22 Juli 1991, yang memninta seluruh 
Instansi Departemen RI dan Instansi terkait lainnya untuk menyebarluaskan isi 
Kompilasi Hukum Islam tersebut.64
c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sejalan dengan 
bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi di penghujung tahun 1990-an, 
63Lihat Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan 
Tanah Milik.
64Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. I (Cet.IV; Jakarta: 
Kencana, 2014), h. 253. 
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membawa peubahan sehingga mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan 
politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus 
mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui adanya aturan hukum perwakafan berhasil 
disahkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP 
Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang 2004.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjadi momentum 
pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman 
yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. 
Dalam Undang-Undang wakaf ini, konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat 
luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak,termasuk wakaf uang 
yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan 
sosial keagamaan saja. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang 
sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan munculnya pengaruh yang 
berlipat ganda teruatam dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. 
Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan 
perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar senapas dengan 
semangat undang-undang tersebut.65
Berdasarkan uraian di atas, dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-
undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan 
kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini tampak jelas bagaimana kepentingan 
kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi dibidang perwakafan. 
65Rozalinda, Manajemen Wakaf  Produktif, h. 245.
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Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang 
dikumandangkan oleh undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan 
uamat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial 
keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang 
yang dilakukan oleh perusahaan inestasi, bank syariah, dan lembaga investasi syariah 
lainnya.
C. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif 
1. Pengelolaan Wakaf Produktif
Pengelolaan wakaf produktif pada hakikatnya adalah melakukan kegiatan 
manajemen, sehingga dalam pengeloaan benda wakaf produktif harusnya memiliki 
perencanan, pengorganisasian dan pengawasan. Dalam pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf yang memiliki peran penting yaitu nadzir. Nadzir 
wajib mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 
peruntukannya sesuai dengan prinsip syariah dan pengembangan harta benda wakaf 
dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga penjaminan 
syariah sesuai dengan peraturan pemerintah.66
Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu 
dilakukan sebelumnya. Selain perumusan konsepsi fiqih wakaf dan peraturan 
perundang-undangan, nadzir juga harus dibina menjadi nadzir profesional untuk 
mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa 
uang. Saat ini ada beberapa harta wakaf yang sangat memprinhatinkan. Sebagai 
akibatnya cukup banayak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan harta 
66Mukhtar lutfi, Pemberdayaan Wakaf Poduktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi (Cet.I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 173.
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benda  wakaf yang hilang. Salah satu ssebabnya anatara lain adalah karena umat 
Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolahan saja, 
kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nadzirnya juga kurang 
profesional.
Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat 
penting. Kurang bereperannya wakaf dalam memeberdayakan ekonomi umat di 
Indonesia dikarenakan wakaf tidakk dikelola secara produktif. Untuk mengatasi 
masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus 
dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa nadzir wajib 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 
peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang-undang menjelaskan prinsip-prinsip 
pengelolaan wakaf sebagai berikut :
a. Pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
b. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif
c. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan 
penjamin syariah.
d. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan 
pengembnagan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, 
organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala nasional atau 
internasional, serta  benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh badan wakaf 
indonesia.
e. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi 
dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan, dan nadzir harus melaporkan kepada lembaga 
terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
f. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut : Harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf 
Indonesia, Pengelolaan dan Pengembangan atas harta benda wakaf uang 
hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga 
keuangan syariah atau instrumen keuangan syariah, dalam hal lembaga 
keuangan syariah peneima wakaf uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang 
untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan 
dan pengembangan harta benda wakaf uang pada lembaga keuangan syariah 
penerima wakaf uang dimaksud, pengelolaan dan pengembangan atas harta 
benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti 
program lembaga penjamin simpanan dengan peraturan peruandang-
undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang 
dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan 
pada asuransi syariah.67
Berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu
a. Wakaf langsung (konsumtif) 
Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan 
untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar 
mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.68 Dalam 
kondisi tertentu tentu saja, wakaf langsung dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan 
67Juhaya S. Praja  dan Mukhlisin Muzarie , Pranata Ekonomi Islam Wakaf (Cirebon: STAIC 
Press, 2009), h. 159-160
68Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf  Produktif  , h. 162.
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konsumtif. Tetapi wakaf konsumtif relatif terbatas jenisnya, seperti untuk keperluan 
pembangunan masjid, kuburan, jembatan, jalan serta, sarana-sarana umum lainnya. 
Tetapi, bentuk-bentuk sarana umum ini pun, pada gilirannya tetap harus ditopang 
untuk pemeliharannya. Untuk itu diperlukan sumber dana yang terus mengalir, dan 
disilah wakaf produktif menjadi lebih utama dan bermanfaat.69 
b. Wakaf Produktif
Wakaf produktif yatu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk 
dipergunakan dalam kegiatan produksi atau hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan 
wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam,mata air untuk dijual 
airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyebrangan dan 
ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itus 
semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf 
tersebut.70
Wakaf produktif juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk 
kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa 
yang menfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan 
bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang –orang yang 
berhak sesuai dangan tujuan wakaf.71
Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, 
yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus 
yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan 
69Zaim Saidi, http://www.wakalanusantara.com/detilurl/Mengalirkan.Surplus.Wakaf/1292, 
diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, Pukul 15:14 WITA.
70Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf  Produktif  , h. 5
71Nur Khotib, http://nurkhotib89.blogspot.co.id/2012/04/makalah-wakaf.html.
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logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pada 
dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat 
memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimama hasilnya dimanfaatkan sesuai 
dengan peruntukannya (mauquf alaih). 
Dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu religi dan 
dimensi sosial ekonomi.  Dimensi religi berarti bahwa wakaf yang dillakukan 
meruapakan anjuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini 
merupakan bentuk ketataan seorang muslim kepada Tuhannya, sehingga tindakan 
yang dilakukan yaitu mendapat pahala dari Allah swt karena telah mentaati 
perintahNya. Dimensi ini menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan 
penciptnya. Dimensi kedua yaitu yaitu dimensi ekonomi dan sosial dalam praktek 
wakaf.72
Selain itu, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran 
nadzir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf 
sangat dibutuhkan. Nadzir merupakan salah satu dari rukum wakaf yang mempunyai 
tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf 
serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.73 Untuk 
mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas dalam mendasarinya :
1) Asas keabadian manfaat
Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan paling relevan dengan 
keberdaan benda itu senidri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama 
72Muhammad Kurniawan , Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Dosen Tetap 
pada Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, h. 3.
73Muhammad Kurniawan , Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Dosen Tetap 
pada Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, h. 4.
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dikategorikan sebagai ibadah shadaqah jariyah yang memiliki nilai pahala 
yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. 
Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa 
pahala yang dimaksud ini terkait dengan aspek kemanfaatan yang diambil 
secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat 
banyak).
Suatu benda (wakaf) itu bisa dikategorikan memiliki nilai manfaat jika 
benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak, benda 
wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri, 
nilai immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, benda wakaf 
itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (mudharat) 
bagi orang lain dan juga wakif itu sendiri. 74
2) Asas pertanggungjawaban
Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, 
wakaf harus dipertangungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. 
Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaaan secara 
sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan pada tanggung jawab 
kepada Allah swt. atas perilaku dan perbuatannya, tanggung jawab 
kelembagaan yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan 
wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang 
organisasi kenadziran, tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab yang 
dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum 
74Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , h. 72-75.
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yang berlaku, tanggung jawab sosial yaitu tanggung jawab yang terkait 
dengan moral masyarakat.75
3) Asas Profesionalitas Manajemen, manjemen pengelolaan menempati pada 
posisi paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling 
menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada 
pola pengelolaan, baik atau buruk. Aspek profesionalisme paling kurang 
mengikuti standar dari sifat-sifat Nabi Muhammad saw., yaitu Amanah 
(dapat dipercaya), baik dari segi pendidikan, keterampilan, pembagian 
kerja yang jelas (wewenag, peran, dan tanggungjawab), adanya standar hak 
dan kewajiban, dan adanya standar operasional yang jelas dan terarah 
sehingga tidak akan terjadi kepincangan manajamen.76 Shiddiq, nadzir 
harus jujur dalam menjalankan dan menginformasikan programnya. 
Fathanah, nadzir harus cerdas, kreatif, dan inovatif dalam mengelola wakaf 
yaitu kecerdasan yang tidak sekedar intelektual, tetapi juga emosional, dan 
spritual dan tabligh, nadzir harus menyampaikan informasi programnya 
dengan jelas dan transparan. Prinsip dari sifat tabligh meliputi 3 hal pokok 
yaitu transparan, akuntable dan aspiratif.
4) Asas keadilan sosial
Sebagai ibadah sosial, wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Adil 
dalam arti yang sangat luas, bukan hanya dalam ranah umat Islam, tetapi 
juga untuk umat Islam seluuh dunia. Setidaknya terdapat tiga tujuan, 
bahwa dalam pengelolaan wakaf yang didasarkan pada asas keadilan sosial 
75Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , h. 81.
76Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , h. 82. 
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yaitu asas keadilan sosial yang bersumber dari sari pati keiamanan 
menggambarkan bahwa semua manusia adalah milik Allah, begitu juga 
alam ini, menggalakkan sistem pendistribusian kembali yang lebih efektif 
dengan mengaitkannya kepada ridha Allah swt dan mendorong kewajiban 
berbuat adil dan saling membantu.77
2. Pemanfaatan Wakaf Produktif
Jika dilihat dari segi kemanfaatannya, wakaf produktif sangat potensial bagi 
pembangunan dan kepentingan umat sehingga jelas lebih menguntungkan bagi 
pemberdayaan ekonomi umat. Ada beberapa alasan untuk menjadikan wakaf 
produktif sebagai solusi alternatif dalam mengatasi masalah kesejahteraan 
masyarakat.
Pertama, wakaf yang dikelola secara produktif akan terasa manfaatnya dan 
dapat dinikmati oleh masyarakat untuk kepentingan kemanusiaan dan umat secara 
lebih luas, tidak hanya untuk kepentingan kalangan tertentu, terlebih lagi dalam 
kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki tingkat kesejahteraan yang 
mengembirakan. Kedua, wakaf produktif tidak hanya dapat digunakan untuk sarana 
kepentingan tertentu, namun juga dapat dipergunakan sebagai sarana pembangunan 
umat diberbagai bidang, seperti jaminan sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi 
masyarakat, kesehatan dan lain-lain.
Ketiga, wakaf produktif merupakan upaya meminimalisir kesenjangan 
ekonomi di masyarakat karena agama Islam menghendaki agar kekayaan tidak 
beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi harus didistribusikan kepada anggota 
77Direrktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Wakaf 
Of Beginners,( Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), h. 68-69
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masyarakat. Hal ini sangat didukung oleh misi hukum Islam sebagai aturan untuk 
mewujudkan nilai-nilai keimanan dan aqidah yang mengemban misi utama yakni 
mendistribusikan keadilan bagi seluruh lapisan bagi masyarakat, keadilan bagi 
seluruh lapisan masyarakat, baik keadilan hukum, sosial maupun ekonomi. Dalam hal 
ini, Islam sangat memberi perhatian terhadap upaya menciptakan masyarakat yang 
adil dan sejahtera antara lain dengan jalan meminimalisir terjadinya kesenjangan 
sosial yang berlatar belakang ekonomi.
Dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam, konsep pemberdayaan 
masyarakat dapat terwujud apabila wakaf dikelola secara produktif. Sebagai contoh, 
wakaf produktif berupa perusahaan atau sebuah usaha, maka wakaf tersebut tidak 
hanya sekedar menjadikan harta wakaf menjadi berkembang, tapi  juga sekaligus 
membuka lapangan usaha baru bagi orang-orang yang membutuhkan lapangan kerja. 
Jadi fungsi wakaf di sini, tidak hanya memberikan harta yang dapat dimanfaatkan 
bersama, namun sekaligus menyediakan peluang kerja dan upaya-upaya 
pemberdayaan kaum lemah.
Keempat, wakaf produktif merupakan salah satu upaya meningkatkan 
kesejahteraann masyarakat secara kolektif. Dalam sebuah kelompok masyarakat 
misalnya, apabila ternyata banyak anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan, 
maka wakaf produktif dapat digunakan untuk membantu mereka, sebab dengan wakaf 
produktif dapat diperoleh akses kepada sumber dana sehingga dihasilkan modal yang 
memadai. Dana yang diperoleh melalui wakaf produktif dapat digunakan sebagai 
sumber modal sehingga selanjutnya dapat digunakan untuk pemupukan modal secara 
berkesinambungan.
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Kelima, wakaf produktif memiliki orientasi ke depan. Menurut al-Qardhawi, 
orientasi ke masa depan meruapakan maksud dan tujuan hukum syariah sebab tujuan 
syariah tidak hanya untuk generasi sekarang, akan tetapi juga memperhatikan 
generasi mendatang, di mana menjaga keturunan adalah salah satu tugas pokok yang 
harus diperhatikan.78 Pemanfaaatan wakaf produktif bertujuan untuk meningkatkan 
kemaslahatan masyarakat dengan memanfaatkan secara terus menerus benda yang 
diwakafkan bagi kesejahteraab umat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf produktif 
harus senantiasa dilakukan dengan usaha mempertahankan nilai wakaf tersebut agar 
nilainya senantiasa tetap dan berlangsung lama79
Di sisi lain, penataan kehidupan masyarakat harus bisa dikelola secara baik 
dengan menjamin kualitas kehidupan manusia, antara lain melalui pemanfaatan 
wakaf produktif secara maksimal. Hal ini sekaligus sebagai realisasi masyarakat 
Islam yang dibangun atas dasar tolong menolong. Selain itu, karena pelaksanaan 
wakaf produktif, selain menunaikan hak Allah juga di dalamnya menunaikan hak 
sesama, maka pemanfaatan hak produktif harus dilakukan tanpa kezaliman, 
kecurangan atu membahayakan dan merugikan orang lain. Dalam hal ini maka peran 
nadzir dalam wakaf produktif sangat penting untuk menetapkan kebenaran dan 
keabsahan wakaf. 
Sebelum nadzir memulai usaha ataupun melakukan pengelolaan aset wakaf 
yang bersifat produktif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengamati situasi 
lingkungan secara cermat. Kira-kira usaha apa yang cocok untuk mengelola 
78Al-Qardhawi, Fiqih Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan, 
Penerjemah: Faizah Firdaus (Surabaya: Danakarya, 1997),h. 297-298
79Nahed Nuwairah, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf , h. 55-56 
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keberadaan tanah wakaf yang dinilai strategis ini agara nantinya dapat menuai hasil 
yang optimal.
Di bawah ini merupakan beberapa ketegori jenis-jenis usaha wakaf produktif.
Tabel 2.2
Ketegori tanah Jenis lokasi tanah Jenis usaha
Pedesaan Tanah persawahan - Pertanian
- Tambak Ikan
Tanah perkebunan - Perkebunan
- Home industri
- Tempat wisata
Tanah ladang/padang 
rumput
- Palawija
- Real estate
- Pertamanan
- Home industri
Tanah rawa Perikanan 
Tanah perbukitan - Tempat wisata
- Bangunan
- Home industri
- Penyulingan air 
mineral
Perkotaan Tanah dekat jalan protokol - Perkantoran 
- Pusat perbelanjaan
- Apartemen 
- Hotel/Penginapan
- Gedung pertemuan
Tanah dekat jalan utama - Perkantoran
- Pertokoan
- Pusat perbelanjaan
- Rumah sakit
- Rumah makan
- Sarana pendidikan
- Hotel/penginapan
- Apartemen
- Gedung pertemuan
- Pom bensin
- Apotek
- Wartel/warnet
- Bengkel mobil
Tanah dekat jalan tol - Pom bensin
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- Bengkel
- Rumah makan
- Outlet
- Warung
- Wartel 
Tanah dekat jalan 
lingkungan 
- Perumahan
- Klinik
- Apotek
- Sarana pendidikan
- Wartel/warnet
- Outlet
- Warung
- Jasa photo copy
Tanah dekat/dalam 
perumahan
- Sarana pendidikan
- Klinik 
- Apotek
- Outlet
- Warung
- Catering
- BMT
Tanah dekat keramaian 
(sekolah,paasar, stasiun, 
terminal dll)
- Pertokoan
- Rumah makan
- Bengkel
- BPRS/BMT
- Warung
- Wartel/warnet
- Klinik
- Jasa penitipan
Tanah pantai Pinggir laut - Tambak ikan
- Objek wisata
- Industri kerajinan 
rumah
Rawa bakau Perkebunan 
 Sumber : Jaih Mubarok, Wakaf Produktif.
Terobosan peningkatan modal melalui swadaya dan swadana masyarakat 
masih sangat signifikan dengan salah satunya mengintensifkan peluang ekonomi dan 
permodalan dari dan oleh masyarakat sendiri. Salah satu terobosan peluang tersebut 
adalah mengintensifkan sebagai sarana yang tepat bagi peningkatan modal ekonomi, 
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baik melalui wakaf uang tunai maupun wakaf produktif lainnya. Berikut ini beberapa 
gambaran tentang sinergitas antar pemberdayaan wakaf produktif bagi beberapa 
usaha pertanian dan perkebunan masyarakat yang strategis.
a. Peternakan
Terbatasnya pemenuhan daging sapi untuk kebutuhan dalam negeri diebabkan 
kecilnya skala peternakan sapi oleh masyarakat. secara tradisional, 
masyarakat yang memiliki sapi tidak dijadikan sebagai lahan bisnis utama, 
bahkan hanya tambahan sehingga masyarakat rata-rata hanya memiliki 1-5 
ekor sapi, suatu perhitungan angka yang masih jauh dari jaminan kontinuitas 
pasokan daging ke pasar.
Pada umumnya, modal lahan dan pakan merupakan kendala utama bagi 
peternak sapi untuk mencapai jumlah ternak sapi yang ideal. Kebijakan 
tentang impor daging sapi menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola 
peternakan jenis ini. Kompetisi daging sapi sesama lokal dan juga mungkin 
dengan daging impor menjadi penting. Tentu, ini membutuhkan keberpihakan 
para pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah seperti ini. Di sisi lain, 
yang paling penting adalah memberikan fasilitas dan kemudahan modal dalam 
memberdayakan peternak masyarakat. sealain sapi, terdapat juga kambing, 
ayam, dan bebek yang menjadi alternatif peternakan bagi sebagian besar 
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, usaha pemberdayaan peternakan 
masyarakat sebagai pengembangan wakaf produktif bisa dilakukan.80
b. Perikanan
80Direktrat pemberdayaan wakaf, 2008. Dalam Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam 
Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok 
Pesantren Tebuirang Jombang, Yauyasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan 
Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya) (Cet.I; Kementrian Agama, 2012), h. 70.
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Sejak beberapa tahun terakhir, mulai banyak bermunculan pengusaha kelas 
menengah ke bawah yang berternak ikan. Selain daging, ikan merupakan 
kebutuhan yang diminati banyak orang. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi 
dibidang perikanan bisa dibagi menjadi 2 macam yaitu bisnis ikan hasil laut 
yang dilakukan oleh para nelayan dan ikan air tawar yang dihasilkan oleh 
perusahaan atau individu. Seperti banyak diketahui bahwa nasib nelayan 
Indonesia masih berada di bawah kelayakan. Selain disebabkan kalah bersaing 
dengan nelayan profesional yang memiliki perahu dan alat penangkap ikan 
yang lebih canggih, para nelayan kelas bawah juga kerap dikeluhkan oleh 
melambungnya harga bahan bakar minyak dan perubahan iklim yang tidak 
menentu. Oleh karena itu, hasil laut yang dibawa oleh para nelayan sering 
tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, upaya penguatan modal dengan jumlah tersebut belum mampu 
mencukupi kebutuhan pengembangan perikanan secara makro. Untuk 
membantu menutupi kekurangan tersebut, dana wakaf produktif bisa 
dilakukan ke sektor ini. Kerjasama dengan berbagai Kementrian dan lembaga 
perlu dilakukan seperti dengan Kementrian perikanan dan kelautan. 
Sementara, pakannya dengan perindustrian, dan sebagainya.81
c. Perkebunan
81Direktrat pemberdayaan wakaf, 2008. Dalam Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam 
Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok 
Pesantren Tebuirang Jombang, Yauyasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan 
Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya), h. 71.
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Apabila perkebunan dijadikan model pengembangan wakaf produktif, 
dibutuhkan perhatian dan pekembangan yaitu pertama, kondisi geografis 
Indonesia dengan iklim yang berbeda membutuhkan kejelian dalam hal 
pemilihan jenis sektor usaha. Kedua, manajemen perkebunan bagi para petani 
diupayakan untuk mengelola usaha perkebunan secara profesional dan 
memiliki perencanaan dalam seluruh kegiatan dan kebutuhan biaya 
produksinya..
Ketiga, perlunya membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga, untuk 
peningkatan profesionalitas kerja, penampungan hasil produksi, dan 
kemudahan mendapatkan sarana penunjang seperti pupuk dan pengangkutan. 
Dan keempat, adanya komitmen moral tentang keinginan untuk 
menyejahterakan masyarakat. Karena bagaimanapun, hasil dari usaha di 
sektor ini harus berimplikasi pada peningkatan pendapatan, penyerapa tenaga 
kerja, dan distribusi keuntungan bagi masyarakat miskin.
Mengingat, pengembangan usaha perkebunan sebagai model pengembangan 
wakaf. Hal ini dengan mempertimbangkan kemungkinan membentuk 
kelompok tani perkebunan yang akan diberi modal bersama, dikelola secara 
bersama, dan berbagai keuntungan menurut cara-cara yang ada dalam syariah.
82 
Model kerja sama tersebut, hanyalah salah satu jalur yang bisa dilakukan 
dengan menggunakan sarana pengelolaan wakaf produktif. Dalam rangka 
82Direktorat pemberdayaan wakaf, 2008. Dalam Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam 
Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok 
Pesantren Tebuirang Jombang, Yauyasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan 
Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya), h. 72.
69
mengembangkan dan memproduktifkan aset-aset wakaf, salah satu upaya yang bisa 
dilakukan dalam konteks saat ini adalah dengan mengembangkan unit usaha pada aset 
wakaf.
D. Mekanisme Pemberdayaan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta 
Pearaturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas 
cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat yang 
maksimun. Oleh karena itu wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf 
di Indonesia. 
Wakaf  merupakan salah satu  lembaga keagamaan yang erat kaitannya 
dengan upaya pencapaian  kemakmuran dan  kemaslahatan. Dengan adanya aturan 
wakaf, maka masyarakat dapat menikmati kemanfaatan harta wakaf melalui cara 
yang ditentukan oleh ajaran Islam. 
Namun, kecenderungan umat Islam  Indonesia berwakaf dalam bentuk 
konsumtif lebih tinggi jika dibanding dengan berwakaf secara produktif. Dari satu 
sisi, wakaf konsumtif tampak lebih sederhana dan lebih transdental. Sedangkan wakaf 
produktif tampak lebih rumit dan terkesan bersifat keduniaan. Hal ini disebabkan 
wakaf produktif memerlukan perhatian tenaga dan pemikiran untuk 
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kesinambungannya agar harapan si wakif untuk memiliki aset sadaqah jariyah dapat 
terpenuhi.83 
Melihat dari segi kelangengan pemanfaatan wakaf konsumtif boleh dikatakan 
tak beresiko, mengakibatkan masyarakat memahami bahwa wakaf yang dikehendaki 
oleh Islam hanya sebatas itu. Di antara wakaf produktif yang ada di masyarakat 
adalah mesjid, tanah kuburan, sekolah. Dengan demikian, minimnya wakaf produktif 
di Indonesia seolah-olah ada kesan bahwa masyarakat memandang wakaf semacam 
bukanlah wakaf yang dikehendaki Islam. Masyakarat awam berwakaf berdasarkan 
dengan pendapat ulama tradisional yang lebih cenderung keakhiratannya.
Selain aspek motivasi berderma dan memproduktifkan aset wakaf, aspek yang 
tidak kalah penting adalah penyaluran atau pemberdayaan distribusi hasil wakaf 
untuk masyarakat yang memerlukan, atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk 
kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang 
paling relevan  dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih oleh sebagian 
lama, wakaf dikategorikan sebagian amal ibadah sedekah jariyah yang memiliki nilai 
padahal yang terus mengalir walaupun wakifnya telah meninggal dunia. Artinya, 
kontinuitas yang dimaksud adalah aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara 
berkesinambungan oleh masyarakat luas.84
Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara 
umum ditujukan kepada mauquf alaih (penerima wakaf), yang terkadang sudah 
83A. Sarjan, Wakaf Produkif Dalam islam: Sejarah, Pemikiran, dan Praktek ( Makassar: 
Yayasan Pendidikan Makassar (YAPMA) , 2004), h. 88.
84Miftahul Huda, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang 
Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy’ari Pondok Pesantren Tebuirang Jombang, 
Yauyasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah 
Surabaya) (Cet.I; Kementrian Agama, 2012), h.77
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ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa wakif 
tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk 
sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya.
Melaksanakan tugas distibusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf 
yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta maupun 
berdasarkan pendapat fiqih dalam kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak diketahui 
tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan 
hasil-hasil tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui kondisi orang-orang yang berhak 
atas manfaat wakaf secara detail, baik itu perorangan ataupun umum yang berkenaan 
dengan kepentingan umat secara keseluruhan. Sebagaimana juga dituntut untuk 
mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang terus belangsung, dan mempunyai 
kemampuan admisnitatif untuk mengambil keputusan yang layak, guna mengatasi 
setiap perbuahan situasi dan kondisi85
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 22 dinyatakan bahwa : dalam 
rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat 
diperuntukan bagi :
1. Sarana kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yaitu piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 
syariah dan peraturan perundang-undangan.86
85Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf  Produktif  , h. 322.
86Kementrian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf, 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012, h. 11.
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Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 
Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang 
tentang penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang menyatakan bahwa: 
1. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang dapat dilakukan secara 
langsung dan tidak langsung .
2. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nadzir.
3. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan 
lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.87
Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung
Pasal 14
1. Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara Langsung) dapat 
dilakukan apabila memenuhi persyaratan :
a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai 
dengan syariah;
b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat :
1) kelayakan komunitas sasaran program;
2) berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan 
pekerjaan;
3) dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
4)  program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
2. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 huruf a antara lain:
a. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti 
jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum;
b. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya 
murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
c. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat 
miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
d. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, 
penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti 
luas;
87Peraturan Badan Wakaf  Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, pdf.h. 8
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e. program dakwah berupa penyediaan da’i dan mubaligh, bantuan 
guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla.
Selanjutnya pada pasal 15 menjelaskan tentang pola penyaluran tidak 
langsung melalui jenis lembaga yang menjalankan program pembinaan dan 
pemberdayaan masyarakat yaitu 
1. Badan Amil Zakat Nasional;
2. Lembaga kemanusiaan nasional;
3. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
4. Yayasan/organisasi kemasyarakatan;
5. Perwakilan BWI dan atau nadzir yang telah disahkan oleh BWI
6. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (Corporate Social 
Responsibility) dan lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional 
yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai 
dengan syariah.88
E. Kerangka Konseptual
Dari beberapa uraian yang terkait dengan Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Maka dapat di 
deskripsikan dan selanjutnya dijadikan sebagai kerangka konseptual. Sehingga  
penelitian ini memberikan interpretasi yang terkait dengan kajian penulis. 
Sebagaimana lazimnya kerangka konseptual dapat dibuat secara narasi ataupun 
dengan skema. Namun dalam tesis ini akan menggunakan bentuk skema yaitu
Dasar hukum dari wakaf dapat ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis. 
Kemudian aturan-aturan wakaf tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan 
Perundang-undangan Wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
88Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan 
Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, pdf.h. 9
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Nomor 28 Tahun 1977 Tentang 
Perwakafan Tanah Milik, Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 
(Instruksi Presiden Nomor 1), Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
Bentuk Wakaf yang di Kabupaten Bone yaitu wakaf produktif dan wakaf 
konsumtif. Namun pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kabupaten Bone lebih 
banyak dalam bentuk  komsumtif dari pada produktif. Dari banyaknya jumlah wakaf
konsumtif  terdapat salah lokasi yang masih terdapat wakaf produktif  yaitu pada 
Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibule, Kabupaten Bone.
Apabila dilihat dari segi kemanfaatannya wakaf produktif sangat potensial 
bagi pembangunan dan kepentingan umat sehingga jelas lebih menguntungkan bagi 
pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf produktif dapat dijadikan solusi alternatif 
dalam mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat. Wakaf yang dikelola secara 
produktif akan terasa manfaatnya dan dapat dinikmati oleh masyarakat untuk 
kepentingan kemanusiaan dan umat secara lebih luas, tidak hanya untuk kalangan 
tertentu, terlebih lagi dalam kondisi sebagian masyarakat yang belum memiliki 
tingkat kesejahteraan yang mengembirakan.
Wakaf produktif yang terdapat pada Pesantren Al-Mubarak dapat dijadikan 
acuan untuk masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf secara produktif 
agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara optimal sehingga mampu memberikan 
dampak secara langsung pada ekonomi masyarakat.
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Tabel 2.3 Kerangka Konseptual
TEOLOGI NORMATIF
AL-QUR’AN 
 HADIS
LEGALITAS FORMAL
UU NO.5 TAHUN 1960, PP 
NO.28 TAHUN 1977, KHI 
1991 (INSTRUKSI 
PRESIDEN NO.1), UU NO.41 
TAHUN 2004, PP NO.42 
TAHUN 2006.
WAKAF PRODUKTIF  
PADA PESANTREN                   
AL-MUBARAK 
PEMBERDAYAAN 
EKONOMI 
MASYARAKAT
Di kabupaten bone
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN 
WAKAF PRODUKTIF  PADA 
PESANTREN  AL-MUBARAK 
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Secara umum jenis penelitian terbagi atas dua yaitu penelitian kuantitatif dan 
kualitatif.1 Jenis penelitian yang dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian 
kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat 
beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan 
pendalaman lebih lanjut.
Penelitian ini mencakup deskriptif yang mendetail yaitu untuk memberikan 
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Deskriptif  
ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan 
data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk 
mendeskripsikan mengenai model pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif 
dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kecamatan 
Sibulue, Kabupaten Bone.
Penelitian ini juga merupakan penelitian field research (penelitian lapangan) 
yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan 
gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan 
1Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode 
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat:Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif 
dan R & D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.
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permasalahan yang diteliti.2 Peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan 
penelitian pada objek yang dibahas yaitu mengenai pengelolaan dan pemanfaatan 
wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Pesantren Al-
Mubarak, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui 
pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen 
kunci.
2. Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Pesantren  Al-
Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone. Penentuan lokasi di atas dikarenakan salah 
satu lokasi wakaf produktif yang ada Kabupaten Bone yaitu terdapat pada Pesantren  
Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone.
Hal di atas berdasarkan observasi awal pada bulan April 2016, peneliti 
memperoleh data tanah wakaf sebanyak 977 lokasi bidang tanah wakaf dengan luas 
keseluruhan  750. 379  m2, dan dari jumlah luas keseluruhan tersebut hanya 366.612 
m2 yang bersertifikat.3 Jumlah keseluruhan tanah wakaf yang bersertifikat tersebut 
sebagian besar diperuntukkan untuk tempat ibadah, pendidikan, kuburan, sawah, dan 
rumah. Sedangkan wakaf yang masih produktif salah satunya terdapat pada Pesantren  
Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone.4
2Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 18.
3Kementrian Agama Kabupaten Bone, Rekapitulasi Pengelolaan Tanah Wakaf pada Kantor 
Kementrian Agama Kabupaten Bone, 2 Oktober 2013.
4Data Tanah Wakaf Bersertifikat Tahun 2014.
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B. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah
Pertama, Pendekatan Historis. Pendekatan ini digunakan untuk membantu 
peneliti mengetahui dan memahami sejarah harta benda wakaf yang dalam penelitian 
ini difokuskan kepada wakaf produktif, hal ini sangat penting untuk mengetahui 
apakah tanah wakaf tersebut pernah dialihfungsikan, sehingga perkembangan 
pemberdayaannya untuk masyarakat dapat diketahui.
Kedua, Pendekatan Sosiologis5. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui  
kondisi sosial masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wakaf produktif yaitu 
disekitar Pesantren Al-Mubarak yang dijadikan objek dalam penelitian ini. 
Ketiga, Pendekatan Etika Bisnis Islam. Pendekatan ini digunakan untuk 
mengetahui perilaku masyarakat khususnya yang berkaitan dengan wakaf produktif. 
Dalam etika bisnis menuntut manusia untuk selalu mengedepankan syariat Islam, 
menghindari larangan yang berdampak pada kecurangan dan kerugian dalam 
berbisnis. Dengan belandaskan dengan etika bisnis islam diharapkan para pelaku 
bisnis dapat  menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam. Kesesuaian prinsip 
etika bisnis Islam berpegang pada beberapa prinsip yaitu
1. Prinsip kesatuan (tauhid) yaitu kepercayaan total dan murni terhadap 
keesaan Allah swt. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan 
aspek-aspek kehidupan yang lain, akan mendorong manusia ke dalam 
5Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan 
struktif, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu 
fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas 
sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Lihat: Abuddin Nata, 
Metodologi Studi  Islam, (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 39.
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suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya dan selalu merasa 
dirinya diawasi oleh Allah swt.6 
2. Keseimbangan/Kesejajaran (al-‘adl wa al-ihsan) 
Konsep keseimbangan/kesejajaran menentukan konfigurasi aktivitas-
aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan 
pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat 
yang kurang beruntung dalam Islam didahulukan atas sumber daya riil 
masyarakat.7 Dengan demikian Islam menuntut kesimbangan/kesejajaran 
antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara si kaya dan si 
miskin. Artinya hendaknya hasil dari wakaf produktif tidak hanya beredar 
pada orang atau kelompok tertentu saja tetapi betul-betul tersalurkan pada 
masyarkat yang membutuhkan.
3. Kehendak bebas (Ikhtiyar-Freewill)
Manusia dianugerahi potensi untuk berkehendak dan memilih di antara 
pilihan-pilihan yang beragam, kendati kebebasan itu tidak tak terbatas 
sebagaimana kebebasan yang dimiliki Tuhan. Dengan kehendak bebasnya 
yang relatif (nisbi), manusia biasa saja menjatuhkan pilihan pada yang 
“benar”, dan pada saat yang lain pada pilihan yang “salah”. Hanya saja 
dalam Islam, anugerah Tuhan bergantung pada pilihan awal manusia 
6Muhammad Djakfar, Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral 
Ajaran Bumi (Cet.I; Jakarta: Penebar Plus⁺, 2012), h. 23.
7Yusuf Qardhawi, “Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami,” dalam Muhammad 
Djakfar, Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi, h. 24
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terhadap yang “benar”. Inilah dasar etika yang sangat dijunjung tinggi 
dalam Islam.8
4. Tanggung jawab (Fardh)
Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri 
sendiri, dan orang lain.9 Tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia 
sebagai yang mengakui adanya Tuhan (tauhid), tanggung jawab terhadap 
manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin 
melepaskan interaksinya dengan orang lain, adapun tanggung jawab 
terhadap diri sendiri karena ia bebas berkehendak sehingga tidak mungkin 
dipertanggung jawabkan orang lain.
Keempat Pendekatan Manajemen. Keberhasilan suatu lembaga bergantung 
pada aspek manajemennya yang meliputi :
1. Perencanaan atau Planning
Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk 
mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan 
strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target atau tujuan 
organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan 
pengembangan benda wakaf, karenanya berguna sebagai pengarah, 
meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar 
dalam pengawasan kualitas. Dalam  perencanaan (planning) yang harus 
dilakukan adalah: menetapkan tujuan dan target kegiatan, merumuskan 
8Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral 
Ajaran Bumi, h. 25.
9Syed Nawab Haider Naqvi, “Menggagas Ilmu Ekonomi Islam”, terj. M. Saiful Anam dan 
Muhammad Ufuqul Mubin, dalam Muhammad Djakfar, Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran 
Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi, h. 27.
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strategi untuk mencapai tujuan dan target kegiatan, menentukan sumber-
sumber daya yang diperlukan, dan menerapkan standar atau indikator 
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan targetnya.
2. Pengorganisasian atau Organizing 
Yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah 
dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi 
yang tepat dan tangguh (dalam wakaf struktur nazir dan yang diberi kuasa 
olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa 
memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara 
efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Dalam fungsi atau 
tahapan pengorganisasian (organizing), yang harus dilakukan adalah: 
mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta 
menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi 
yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, 
kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber 
daya manusia atau tenaga, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia 
pada posisi yang paling tepat.
3. Pengimplementasian atau Directing
Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh 
pihak (para nazir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar 
semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran 
dan produktivitas yang tinggi. Yang dimaksud produktivitas di sini adalah 
ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target 
kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan. Dalam fungsi atau tahapan 
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pengimplementasian (directing), yang harus dilakukan adalah: 
mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan 
pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut nazir agar dapat 
bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapain tujuan, memberikan 
tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan 
kebijakan yang ditetapkan.
4. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling
Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian 
kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan 
bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapakan sekalipun berbagai 
perubahan terjadi. Dalam fungsi atau tahapan pengawasan (controlling), 
yang harus dilakukan adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian 
tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, 
mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 
mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternative solusi atas 
berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target 
kegiatan.
C. Sumber Data Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, adapun sumber sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer 
dan sumber data sekunder. 
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a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari studi lapangan10 yaitu 
dengan mengadakan penelitian dibeberapa kecamatan yang ada Kabupaten 
Bone, di instansi-instansi yang menangani wakaf seperti Kantor Kecamatan 
Sibulue, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue dan Kementerian 
Agama, serta tempat yang ada kaitannya dengan penelitian tesis ini. Dalam 
studi lapangan ini diperoleh keterangan secara langsung dari instansi  dan 
masyarakat yang terkait seperti nazir, pejabat-pejabat, yang menangani 
masalah wakaf maupun masyarakat yang diberdayakan dari wakaf 
produktif. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang 
bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur,11 
data ini merupakan data pendukung. Dengan demikian, data sekunder ini 
meliputi data yang diambil dari al-Qur’an, Hadis, buku-buku fikih, buku-
buku yang mengkaji tentang pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif 
atau lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
penelitian ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian lapangan, yaitu suatu metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi 
penelitian untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dalam pembahasan peneltian ini. 
Adapun tekhnik atau cara yang digunakan adalah:
10Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet.II; Jakarta: 
Rajawali pers, 2004), h. 30.
11Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 30.
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1. Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala yang tampak pada objek penelitian.12 Observasi yang dilakukan penulis pada 
awal penelitian yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung 
terhadap fenomena yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan wakaf 
produktif yang ada di Pesantren Al-Mubarak Kec.Sibulue, Kabupaten Bone.
2. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan 
atau orang yang diwawancarai.13 Dalam melaksanakan interview, pewawancara 
(peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan 
ditanyakan. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan yaitu 
Kepala Seksi BIMAS Islam Kementrian Agama, Direktur Pesantren Al-Mubarak, 
Nazir Pesantren Al-Mubarak, Wakif Pesantren Al-Mubarak, dan masyarakat yang 
diberdayakan dengan adanya wakaf produktif serta para informan yang banyak 
mengetahui tentang masalah-masalah yang diteliti, dalam penelitian ini penulis lebih 
condong menggunakan wawancara mendalam/depth interview yang merupakan 
prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas 
yang dikemukakan bersungguh secara terus terang.14Wawancara dilakukan dengan 
12Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), h. 158.
13Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu 
Sosial Lainnya, h. 111.
14Sudarwan Damin, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 
132.
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terencana dan terarah guna mencapai data yang lebih mendalam sehingga lebih 
mudah menganalisis dan mengembangkan data dari hasil wawancara.
3. Dokumentasi 
Dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara 
melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. 
Metode dokumentasi dimaksudkan dalam hal ini adalah pengumpulan data yang 
didapatkan dari Kantor Kecamatan Sibulue, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sibulue, Kementerian Agama Kabupaten  Bone, ataupun dari instansi lain yang 
terkait yang dapat membantu dalam pengambilan data berupa dokumen-dokumen 
penting yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai 
human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, 
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 
dan membuat kesimpulan atas temuannya.15 Instrumen yang digunakan oleh peneliti, 
yaitu:
1. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan 
yang dipakai dalam mengumpulkan data.
2. Format cacatan dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 
langsung di notebook, rekaman suara saat penelitian.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 222.
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mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yan 
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 
maupun orang lain.16
Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Adapun 
tekniknya yaitu sebagai berikut:
1. Reduksi data/data reduction, adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang 
diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan 
terkait pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif dalam mekanisme 
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Penyajian data/data display, maksudnya menyajikan data yang sudah 
direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan 
data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, 
sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang 
telah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan/conclusion, merupakan perumusan kesimpulan 
setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan 
masalah.
G. Pengujian Keabsahan Data
Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas dan 
reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 
apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 244.
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sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.17Penelitian ini menggunakan 
triangulasi dalam pengujian keabsahannya. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.18 Teknik triangulasi yang 
digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pengujian keabsahan 
data diharapkan mampu memberikan penguatan optimal dalam proses pemgumpulan 
data penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif 
dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
17Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 267-269.
18Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  Edisi Revisi (Cet. XXVI; Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 331.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone
1. Sejarah Berdirinya Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten 
Bone
Pondok Pesanten Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi 
Selatan bernaung dibawah Yayasan Al-Mubarak yang didirikan pada tahun 2005.  
Pesantren ini berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 10.843 m2. Pesantren ini 
didirikan sebagai wujud keprihatinan terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan 
di dalam masyarakat sementara tantangan di masa depan semakin menuntut 
sumber daya manusia yang handal.
Pondok pesantren Al-Mubarak yang menaungi jenjang pendidikan dari 
tingkat Madrasah Ibtaidayah, Madrasah Diniyah, MTs, MA, dan Majelis Ta’lim, 
terus berusaha mencerdaskan generasi muda, untuk menjelaskan hal itu yayasan 
Al-Mubarak telah merekrut tenaga pengajar, administrasi, dan tenaga umum 
sekitar 64 orang yang semuanya berstatus pegawai yayasan. 
Lembaga pendidikan pesantren dengan system boarding School sengaja 
dipilih karena system ini terbukti lebih efektif memberikan pemahaman dan 
penghayatan nilai-nilai pendidikan secara komprehensif, meliputi keseimbangan 
aspek kognitif, keterampilan, dan psikomotorik di satu pihak, dan keseimbangan 
antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dipihak lain. System ini 
juga lebih efektif memproteksi anak-anak usia muda untuk tidak terjerumus ke 
dalam pergaulan bebas dengan segala akibat bumknya, termasuk penyalahgunaan 
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narkoba dan zat adiktif lainnya yang kini menunjukkan angka-angka yang 
semakin memprihatinkan.
Kekhususan Pesantren Al-Mubarak dan sekaligus menjadi obsesinya ialah 
penerapan kurikulum yang parallel antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama, 
modifikasi kurikulum tersendiri dengan tetap memperhatikan kurikulum nasional. 
Penelusuran bakat dan minat para santri juga akan menjadi perhatian utama 
dengan segala konsekuensinya. Pihak pesantren  akan melakukan out sourcing 
dan joint program pihak lain guna mewujudkan harapan-harapan yayasan.
Meskipun bernaung di bawah satu yayasan keluarga, Pesantren Al-
Mubarak tetap dikelola secara profesional, terbuka, transparan, dan demokratis. 
Yayasan ini tetap terbuka untuk melibatkan berbagai pihak guna mewujudkan 
visi, misi, dan tujuan Pesantren Al-Mubarak.
2. Visi, Misi dan Tujuan pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, 
Kabupaten Bone
a. Visi pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone
Meningkatkan prestasi dan gigih memperbaiki prestasi anak didik unggul 
dalam prestasi dan  teruji dalam keimanan dan ketaqwaan
b. Misi pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone
1) Memberikan Pemahaman Islam yang Paripurna guna keseimbangan 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
2) Meningkatkan Prestasi dan Gigih memperbaiki Akhlak anak didik.
c. Tujuan pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone
Memberikan landasan Moral terhadap Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi 
serta landasan Logika terhadap Ilmu-ilmu Agama.
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3. Lembaga-Lembaga Pendidikan di Bawah Naungan Pondok Pesantren 
Al-Mubarak1
a. Madrasah Diniyah Al-Mubarak
Madrasah Diniyah Al-Mubarak merupakan sekolah yang setingkat 
dengan taman kanak-kanak (TK) pada umumnya. Madrasah Diniyah Al-
Mubarak ini, dibentuk bersamaan dengan berdirinya Pesantren Al-
Mubarak yaitu pada tahun 2005. Yang memiliki kepala sekolah bernama 
Hj. Siti Alam, S.Pd.I, dengan jumlah siswa yaitu  85 orang yang terbagi 
dalam 4 ruangan kelas. Dengan jumlah guru sebanyak 15 orang. 
b. Madrasah Ibtidaiyah Al-Mubarak
Madrasah Ibtidaiyah Al-Mubarak merupakan sekolah yang 
setingkat dengan sekolah dasar (SD) pada umumnya. Sama halnya dengan 
Madrasah Diniyah Al-Mubarak. Madrasah Ibtidaiyah Al-Mubarak juga 
dibentuk bersamaan dengan berdirinya Pesantren Al-Mubarak. Kepala 
sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Mubarak bernama Syamsinar M, S.Pd.I 
dengan jumlah siswa 75 orang dan jumlah guru yaitu 17 orang.
c. Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarak
Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarak merupakan sekolah yang 
setingkat dengan sekolah menengah pertama (SMP) pada umumnya. 
Madrasah Tsanawiyah Al-Mubarak ini, dibentuk bersamaan dengan 
berdirinya Pesantren Al-Mubarak yaitu pada tahun 2005. Dengan kepala 
sekolah yang bernama Drs. Hj. Husnaeni dengan jumlah guru yaitu 19 
orang dan jumlah siswa 56 orang.
1Profil Pesantren Al-Mubarak Kecamatan Sibulue.
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d. Madrasah Aliyah Al-Mubarak 
Madrasah Aliyah Al-Mubarak merupakan sekolah yang setingkat 
dengan sekolah menengah atas (SMA) pada umumnya.  Berbeda dengan 
Madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan Pesantren Al-
Mubarak sebelumnya yang dibentuk bersamaan dengan berdirinya 
Pesantren Al-Mubarak, madrasah Aliyah Al-Mubarak  ini, dibentuk  2009. 
Dengan kepala sekolah bernama Dra. Hj. St. Aisyah dengan jumlah  siswa 
yang masih terbatas yaitu 16 orang dan jumlah guru sebanyak 15 orang.
4. Mekanisme dibentuknya Wakaf  Produktif pada Pesantren Al-Mubarak
Menurut Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU 
No.41 tentang wakaf ditegaskan bahwa nazir mencakup tiga macam nazir 
perseorangan, nazir organisasi, dan nazir badan hukum.2 Adanya nazir 
dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf 
sesuai dengan peruntukannya dalam hal ini wakif pada wakaf produktif yang 
berada pada Pesantren Al-Mubarak yaitu H. Suyuti yang mewakafkan tanahnya 
dengan luas 800 m2 untuk keperluan pengelolaan dan pengembangan wakaf 
pesantren.3
Dalam hal proses perwakafan pada Pesantren Al-Mubarak, ketentuan 
wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu
a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan 
Menurut ketentuan pasal 7 UU No.41 Tahun 2004, wakif perseorangan 
harus memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang 
2Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tentang wakaf
3H. Suyuti, Wakif Wakaf Produktif pada Pesantren Al-Mubarak, wawancara dengan penulis 
pada tanggal 10 Agustus 2016 di Rumah, Kecamatan Sibulue.
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melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. 
Dalam hal ini wakif dari wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak.
b. Mauquf alaih
Mauquf alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf. Di dalam 
akta ikrar wakaf digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan 
Pondok Pesantren Al-Mubarak.
c. Mauquf
Harta yang diserahkan wakif kepada nazir berupa tanah dengan luas 
800 m2.
d. Shigat  
Shigat merupakan pernyataan wakaf. Serah terima tanah wakaf tersebut 
dinyatakan dalam Akta Ikar Wakaf yang didokumentasikan oleh 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Sibulue.
B. Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, 
Kabupaten Bone.
1. Gagasan dan Pengusulan Pemberdayaan Wakaf Produktif pada Pesantren Al-
Mubarak
Secara umum sumber wakaf pesantren muncul dari pemberian waqif dari 
masyarakat umum, yang terpolakan menjadi 3 kelompok yaitu individu atau 
perorangan, organisasi/lembaga atau perusahaan dan dari pemerintah.
Pertama, Waqif dari individu atau perorangan merupakan salah satu dan 
yang memang sejak dari dulu diterima oleh pesantren. Baik itu berasal dari 
keluarga  pengasuh pesantren sendiri atau bahkan pengasuhnya bersangkutan 
ataupun dari pihak masyarakat luas. Adanya waqif perseorangan yang mau 
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mewakafkan  hartanya  kepada  pesantren  sangat dipengaruhi berbagai motivasi. 
Seperti motivasi kesadaran untuk meningkatkan pesantren secara umum. Hal ini 
dilakukan oleh H. Suyuti sendiri dengan mewakafkan tanahnya untuk 
kemandirian pesantren. Tetapi ada juga waqif perorangan yang tidak ada 
hubungannnya dengan pesantren sama sekali dan mau mewakafkan, dengan 
alasan mewakafkan di pesantren karena nazhirnya terkenal amanah dan bisa 
dipercaya serta pemanfaatannya jelas untuk pendidikan keagamaan.
Kedua, sumber-sumber wakaf dari lembaga/organisasi atau perusahaan. 
Saat ini menjadi penting karena  salah satu sumber yang potensial adalah adanya 
waqif dari perusahaan atau dunia usaha. Pontensi dana wakaf ini diperkirakan 
cukup besar seiring dengan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dan 
perusahaannya untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Selain itu, banyak 
perusahaan yang menghasilkan produk yang sangat berkaitan dengan 
kelembagaan pesantren dan stakeholdernya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Kecenderungan tersebut terkonfirmasi sebagaimana penelitian PIRAC 
tentang sumbangan sosial perusahaan, yang pada intinya hampir semua 
perusahaan mengaku pernah memberikan sumbangan dalam dekade terakhir, 
sementara jumlah dana yang digelontorkan juga besar dan sangat bervariatif 
antara perusahaan satu dengan lainnya.4 
Fenomena ini tentu menggembirakan mengingat sumbangan sosial 
perusahaan yang tentu bisa diinstrumenkan dalam bentuk harta wakaf atau bagian 
kerjasama dalam pemberdayaan harta wakaf dan bisa menjadi dana alternatif 
untuk membantu peningkatan mutu dan kemandirian pesantren. Sayangnya, 
4Fajar Nursahid, Tanggung Jawab Sosial BUMN (Jakarta: Piramedia, 2006), h.45
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potensi sumber dana ini belum banyak dimanfaatkan oleh lembaga nazir wakaf 
pesantren dan memang volume kerjasama pesantren dan perusahaan dikata 
kurang begitu besar. 
Studi menunjukkan bahwa sedikitnya nazhir wakaf  pesantren yang 
melakukan penggalangan dana/daya wakaf dari pesantren dan minimnya data 
mengenai potensi dan pola perusahaan berderma kepada pesantren. Minimnya 
data ini berdampak sulitnya lembaga nazhir wakaf pesantren dalam menyusun 
program dan kerjasama menggalang dana/daya wakaf. Padahal seperti halnya 
waqif dari masyarakat luas seperti individual, keberhasilan penggalangan 
dana/daya wakaf dari perusahaan juga tergantung dari pemahaman dan 
pengetahuan fundraiser  (penggalang dana dari nazhir wakaf pesantren) terhadap 
karakter dan pola menyumbang perusahaan.
Kendala lainnya adalah minimnya kapasitas dalam mengemas dan 
mengkomunikasikan program kerjasama pengelolaan wakaf pesantren kepada 
perusahaan. Para pengurus dan  staf pengelola nazhir wakaf pesantren mengakui 
bahwa menggalang dana/daya wakaf perusahaan memang jauh berbeda bila 
dibanding dengan menggalang waqif dari masyarakat luas. Pendekatan yang 
professional dan bussines like lebih diperlukan dalam mengemas dan menawarkan 
program wakaf. Kemampuan sumber daya manusia semacam  inilah yang belum 
dimiliki para nazhir wakaf pesantren.
Dalam hal ini pihak Pesantren Al-Mubarak belum pernah mengadakan 
kerja sama dengan pihak manapun untuk melakukan bisnis. Hal ini sebenarnya 
patut dicoba dan dapat dijadikan peluang dalam pengembangan wakaf produktif.
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Ketiga, pemerintah baik dalam maupun luar negeri merupakan salah satu 
sumber dana yang juga menjadi target nazhir pesantren dalam menggalang 
dana/daya wakaf. Hal tersebut dibuktikan oleh pihak pemerintah melalui 
Kementerian Agama untuk memfasilitasi program wakaf produktif dengan 
menyediakan bantuan dana. Bantuan dana tersebut menjadi dana stimulan sebagi 
pendorong bagi masyarakat untuk mengembangkan harta wakaf yang ada secara 
lebih produktif dan menguntungkan.
Sejauh ini, Kementerian Agama sendiri telah melaksanakan kajian 
mengenai peta dan peluang pemberdayaan wakaf produktif. Sebenarnya sebelum 
terdapat program pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif, upaya 
untuk memproduktifkan tanah wakaf yang masih tersisa oleh Pesantren Al-
Mubarak telah dilakukan sebelumnya yaitu dengan membangun mini market. 
Dana yang digunakan untuk membangun mini market adalah dana hibah yang 
berasal dari Kementrian Agama. Dana tersebut diberikan untuk pesantren untuk 
kegiatan keterampilan, dan santunan fakir miskin tetapi mereka berinisiatif untuk 
mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan mini market.5
Sehingga dengan adanya program Kementerian Agama tentang 
pemberdayaan wakaf produktif menjadi peluang bagi Pesantren Al-Mubarak. Hal 
tersebut direspon baik oleh Pesantren Al-Mubarak yang masih memiliki lahan 
kosong di sekitar pesantren yang bersumber dari tanah wakaf masyarakat akan 
tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Berawal dari hal tersebut diskusi dan 
dialog antara pengelola dan guru di Pesantren Al-Mubarak soal pemanfaatan 
55Abd. Halid, Direktur Pondok Pesantren Al-Mubarak, wawancara dengan penulis pada tanggal 
8 Agustus 2016 di Pondok Pesantren Al-Mubarak, Kecamatan Sibulue.
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lahan kosong dan program pemberdayaan wakaf produktif mulai intens dibahas. 
Segala persyaratan untuk mendapatkan dana stimulan tersebut mulai dipelajari, 
sebagaimana pernyataan dari pak Abd. Halid  sebagai  Direktur Pondok Pesantren 
Al-Mubarak, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam memperoleh dana 
tersebut :
a. Membuat proposal yang dirancang oleh Pondok Pesantren Al-Mubarak
Proposal wakaf produktif ini berisi data atau informasi mengenai jenis 
usaha yang akan dilakukan dengan tujuan mendapatkan bantuan dana yang 
diharapkan. Isi proposal tersebut paling tidak memuat beberapa hal, yaitu 
latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, 
aspek organisasi dan manjemen, aspek ekonomi dan keuangan (biaya 
investasi, biaya operasi dan pemeliharaan, sumber pembiayaan, perkiraan 
pendapatan, analisis kriteria investasi, break event point, dan payback 
period, proyeksi laba rugi, dan aliran kas), serta kesimpulan dan 
rekomendasi.
b. Membentuk nazir (pengelola wakaf) 
Salah satu syarat dalam pengajuan proposal dana pemberdayaan wakaf 
produktif yaitu dibentuknya struktur organisasi nazir yang merupakan 
tonggak utama dalam pengelolaan wakaf produktif. 
c. Meminta rekomendasi dari beberapa pihak yaitu dari desa setempat, 
kemudian juga rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten yang akan 
ditujukan ke Propinsi kalau dananya berasal dari Propinsi. Apabila  
dananya berasal dari pusat, maka minta lagi persetujuan dari Kantor 
Wilayah kemudian akan ditujukan ke Direktorat Jenderal Bimas Islam. 
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Oleh karena, Dirjen Wakaf yang yang mengeluarkan dana pemberdayaan 
wakaf produktif.
d. Kemudian setelah beberapa bulan, akan ada tim verifikasi yang dibentuk 
oleh tim pusat untuk turun ke Kabupaten. Oleh karena ada beberapa yang 
diusulkan maka ditunjuklah siapa yang layak untuk mendapatkan dana 
wakaf produktif tersebut dan untuk mendapatkan dana wakaf produktif 
harus berbasis lembaga pesantren.
e. Setelah diverifikasi, kemudian direview kalau masih ada kebutuhan yang 
tidak terpenuhi maka akan ditinjau ulang dan diperbaiki.
f. Setelah ditetapkannya nazir, maka nazir didampingi oleh Kemenag Bone 
untuk melihat sejauh mana kesiapannya.
g. Setelah dianggap sudah siap, lalu akan dikirimkan dananya, lewat rekening 
nazir. Mengenai jumlah dana yang dicairkan pihak pesantren tidak tahu 
menahu, karena dananya langsung dialirkan ke rekening nazir.
h. Setelah pencairan dana, pihak pesantren dipanggil untuk mengawasi 
bagaimana proses, apa-apa yang harus disiapakan, tentang tenaga ahli yang 
harus disiapkan, proses pemilihan barang yang dilakukan oleh nazir dan 
bendahara yang ditunjuk.6
Setelah mempelajari dan mempersiapkan syarat dan prosedural tersebut. Maka  
dilakukan analisa peluang bisnis dan prospek usaha yang kemudian pada tahun 
2011 Pesantren Al-Mubarak menyusun proposal pemberdayaan wakaf produktif 
melalui peternakan ayam pedaging  yang dikirim ke Kementerian Agama. Setelah 
semua rampung maka kelengkapan-kelengkapan tersebut dilaporkan ke 
6Abd. Halid, Direktur Pondok Pesantren Al-Mubarak, wawancara dengan penulis pada tanggal 8 
Agustus 2016 di Pondok Pesantren Al-Mubarak, Kecamatan Sibulue.
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Kementerian Agama untuk dilakukan pencairan dana yang langsung ke rekening 
nazir (pengelola wakaf)  Pesantren Al-Mubarak.
2. Persiapan dan Pembentukan badan Pengelola wakaf produktif Pesantren Al 
Mubarak 
Sebagaimana salah satu persayaratan untuk menerima bantuan dana 
pemberdayaan wakaf produktif yaitu dibentuknya struktur organisasi nazir 
(pengelola wakaf). Secara umum para ulama telah sepakat bahwa kekuasaan nazir 
wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan 
tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat, sebagaimana 
dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban nazir adalah mengerjakan 
segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Sebagai 
pengawas harta wakaf, nazir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu 
untuk menyelenggarakan urutan-urutan yang berkenaan dengan tugas dan 
kewajiban, maka nazir bisa berupa perorangan maupun nazir berbadan hukum.7
Nazir wakaf di Pesantren Al-Mubarak adalah nazhir organisasi yang bergerak 
di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Pada 
Pesantren Al-Mubarak terdapat struktur organisasi yang di dalamnya terdapat 
struktur kepengurusan dan memiliki ketua, seketaris, dan bendahara. Kewajiban 
utama bagi seorang nazir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang 
yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan 
berakibat pada kerusakan dan kehancurannya, dan berlanjut pada hilangnya fungsi 
wakaf itu sendiri.
7Departemen Agama R.I., Fiqih Wakaf (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 
2004), h. 66.
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Struktur kepengurusan nazhir di Pesantren Al-Mubarak adalah sebagai 
berikut:
Tabel 4.3 Struktur kepengurusan nazir di Pesantren Al-Mubarak
No Nama Alamat Jabatan 
1 Darwis Ds.Waji Ketua 
2 Asdin Nurdin Ds.Waji Sekretaris 
3 Syamsinar. M Ds. Waji Bendahara
Sumber : Wawancara dengan Nazhir
Sebagaimana tugas nazir dalam Undang-undang  Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 
11 yang berbunyi sebagai berikut :
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 
tujuan, fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Badan Wakaf Indonesia.8
Para nazir ini dalam melakukan tugasnya tidak untuk selamanya, akan tetapi 
ada jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak si wakif. Selain itu nazir 
diberhentikan dan diganti dengan nazir lain juga pada Undang-Undang No.41 Tahun 
2004 Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir 
lain apabila nazhir yang bersangkutan :”
a. Meninggal dunia
8Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012, h. 7.
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b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
c. Atas permintaan sendiri.
d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar 
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.9
Melihat fakta di atas tentunya yang bertanggung jawab dalam sukses tidaknya 
pengelolaan wakaf produktif di Pesantren ini adalah nazir. Nazir merupakan kunci 
keberhasilan lembaga pengelola wakaf Dimana nazir berperan dalam upaya 
pengelolaan wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa produktif sebagaimana tujuan 
wakaf dan hasilnya dapat disalurkan sebagaimana peruntukan wakaf yang dimaksud. 
Nazir yang terdapat di Pesantren Al-Mubarak diangkat berdasarkan hasil 
musyawarah yang dilakukan oleh Pimpinan Pesantren Al-Mubarak, Direktur 
Pesantren Al-Mubarak, Wakif, dan pihak-pihak yang terkait.10 Pemilihan tersebut 
berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat pendidikan mereka yang sekiranya 
diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan wakaf produktif sesuai dengan 
peruntukannya. Selain itu, alasan lain dipilih yaitu adanya hubungan kekerabatan 
antara wakif dan nazir.
3. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Al-Mubarak
9Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, 
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012, h. 18.
10Asdin Nurdin, Nazhir  (Sekertaris), wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 
2016 di Rumah.
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Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat empat asas yang 
mendasarinya, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas 
profesionalitas manajemen dan keadilan sosial.
Sehingga pada perkembangannya setelah pembangunan sarana dan prasarana 
peternakan ayam pedaging selesai dan siap difungsikan maka dilakukanlah 
pengadaan bibit ayam pedaging pertanda peternakan sudah mulai beroperasi. 
Dengan demikian, wakaf  produktif yang ada di Pesantren Al-Mubarak terdiri 
dari dua bentuk usaha yaitu berupa mini market dan peternakan Ayam. Tentu 
didirikan dengan ekspektasi tinggi bahwa harus ada sebuah kegiatan produktif utnuk 
menghidupi pesantren dan memberikan pengembangan ekonomi kepada masyarakat 
di sekitar di Pesantren Al-Mubarak.11
Kedua usaha wakaf produktif tersebut tetap dikelola oleh nazir yang telah 
dibentuk, tetapi tentu dengan sistem teknis pengelolaan usaha yang berbeda 
tergantung dengan spesifikasi usahanya. Akan tetapi secara garis besarnya alur sistem 
pengelolaannya berdasarkan kerangka bagan  berikut ini: 
11Asdin Nurdin, Nazhir  (Sekertaris), wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 
2016 di Rumah.
Pengurus Pesantren Al-Mubarak
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Bagan tersebut menggambarkan bahwa nazir yang dibentuk oleh Pesantren 
Al-Mubarak membentuk karyawaan/pekerja pada masing-masing usaha yaitu mini 
market dan peternakan ayam. Masing-masing karyawan tersebut mempertanggung 
jawabkan masing-masing usaha yang ditangani sesuai dengan tugasnya masing-
masing, kemudian dilaporkan kepada nazir dan diteruskan kepada pihak pesantren.
Sebagaimana sebagai seorang pengelola, dalam hal ini nazhir bisa saja 
diberikan gaji, seperti yang terdapat dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 bahwa 
“dalam melaksanakan tugasnya, nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas 
pengelolaan dan pengembnagan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 
10%”, 12Namun semua nazhir pada Pesantren Al-Mubarak bekerja karena Allah tanpa 
mengharapkan gaji atau imbalan, semua diserahkan kepada pihak pesantren untuk 
kepentingan pesantren dan masyarakat.
Sebagaimana pernyataan dari Syamsinar :
Mengenai gaji ataupun keuntungan yang diperoleh dari mini market maupun 
peternakan ayam, tidak ada yang diambil sedikitpun. Semua hasilnya untuk 
pesantren dan masyarakat.13
Oleh karena  yang dijadikan pekerja dalam mini market yaitu para guru yang 
secara bergantian menjaga mini market tersebut sedangkan pada peternakan ayam 
yaitu wakifnya sendiri sebagai teknisi tapi masih di bawah naungan nazhir dan 
12Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, h. 7
13Syamsinar, Bendahara Nazhir, wawancara dengan penulis pada tanggal 8 Agustus 2016 di 
Pondok Pesantren Al-Mubarak, Kecamatan Sibulue.
nazir
Peternakan ayamMini market
karyawankaryawan
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masyarakat. Meski sekarang manfaat wakaf produktif belum bisa berdampak secara 
langsung kepada masyarakat, setidaknya dalam hal ini pihak pesantren sudah dapat 
memberikan contoh secara langsung tentang pengembangan wakaf produktif yang 
semakin sulit ditemukan di daerah Kabupaten Bone.  
Untuk lebih jelasnya berikut penulis jelaskan teknis dan sistem pengelolaan 
keduanya:
1. Mini Market
Pendirian mini market Pesantren Al-Mubarak didirikan pada Tahun 2011 
dengan luas area mini market 75 M2. Mini market tersebut menjual berbagai produk 
makanan, minuman, snack, serta berbagai produk kebutuhan rumah tangga seperti, 
minyak goreng, bumbu makanan dan alat-alat rumah tangga lainnya. 
Pengelolaan usaha mini market Pesantren Al-Mubarak dipercayakan langsung 
kepada pegawai mini market yang terdiri dari dua orang yang berasal dari guru dan 
pembina Pesantren Al-Mubarak. Tentu karyawan tersebut berada dalam pengawasan 
dan koordinasi nazhir wakaf produktif Pesantren Al-Mubarak. Usaha mini 
market Pesantren Al-Mubarak masih eksis hingga hari ini, dengan perkembangan 
usaha yang terus menjanjikan. Untuk lebih jelasnya berikut penulis deskripsikan 
pertumbuhan ekonomi mini market Pesantren Al-Mubarak:
2011 2012 2013 2014 2015
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Grafik pertumbuhan usaha mini market Pesantren Al-Mubarak dari tahun 
2011 hingga 2015. Untuk lebih jelasnya berikut perjelas dalam bentuk tabel berikut 
ini:
Tabel 4.5
Pertumbuhan usaha mini market Pesantren Al-Mubarak
Tahun 2011
Modal Keuntungan Bersih
Rp. 10.000.000 Rp. 3.600.000
Tahun 2012
Rp. 8.000.000 Rp. 6.000.000
Tahun 2013
Rp. 7.500.000 Rp. 3.000.000
Tahun 2014
Rp. 7.500.000 Rp. 6.600.000
Tahun 2015
Rp. 8.000.000 Rp. 8.400.000
Grafik dari deskripsi data tersebut menunjukkan pergerakan dan pertumbuhan 
omzet usaha yang terus berkembang dari tahun ke tahun. 
Sistem pengeloaan mini market Pesantren Al-Mubarak dikelola dengan 
prinsip amanah (kepercayaan) dan transparansi karena juga yang menjadi karyawan 
merupakan pembina/guru Pesantren Al-Mubarak.
Sistem laporan rekapitulasi hasil usaha dilakukan oleh nazir dengan 
mengunjungi mini market dan melihat dan mengontrol hasil penjualan yang 
104
dilakukan oleh karyawan setiap akhir bulan. Kemudian mencatat kebutuhan barang 
atau produk yang telah habis dan kurang untuk diorderkan lagi.  
2. Peternakan Ayam
Wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak berupa Peternakan Ayam 
dibentuk pada tahun 2012. Sesuai dengan pencairan dana wakaf produktif yang 
diberikan oleh Kementrian Agama. Memerlukan waktu kurang lebih satu tahun untuk 
memenuhi semua prosedur yang diberikan Kemenag sampai pada proses pencairan 
dana yang langsung pada rekening nazir.14
Peternakan ayam pedaging menjadi pilihan, karena didasari beberapa alasan 
sebagai berikut:
a) Ayam merupakan konsumsi sehari-hari masyarakat untuk semua lapisan 
masyarakat
b) Pertumbuhan ayam pedaging relatif cepat
c) Harga ayam pedaging terjangkau untuk semua kalangan masyarakat
d) Ayam pedaging tidak memiliki toleransi di setiap lingkungan, namun untuk 
wilayah Pondok Pesantren cukup tinggi toleransi lingkungannya.
e) Kebutuhan konsumen masih jauh lebih tinggi daripada suplai ayam 
pedaging yang sudah ada di sekitar pesantren dan di wilayah sekitar 
pesantren. 
f) Sistem pemasaran dan suplai bibit dan pakan lebih mudah, karna 
perusahaan datang langsung ke lokasi membawa bibit, dan pakan sesuai 
dengan yang dipesan, serta perusahaan tersebut juga menjadi pedagang 
besar yang akan menjadi pembeli yang akan memasarkan ke pedagang 
pengecer diluar daerah.
14Asdin Nurdin, Nazhir  (Sekertaris), wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 
2016 di Rumah.
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 Sistem pengelolaan peternakan ayam Pesantren Al-Mubarak dikelola oleh 
wakif sebagai teknisi namun tetap di bawah naungan nazir. Peternakan ayam 
pedaging Yayasan Perguruan al-Mubarak dikelola secara tekhnis sebagai berikut:
a. Kandang
Kandang yang dibuat bersifat semi permanent berukuran 8 x 48 m2, 
dengan menggunakan kayu kelas II (mera') untuk jenis balok dan papan, 
sedangkan untuk tiang digunakan kayu kelas I (Kandoleng), dengan penutup 
atap digunakan rumpia. Hal ini dimaksudkan agar kandang bisa bertahan 
sampai puluhan tahun, tanpa ada perombakan berat.
Untuk pengelolaan ayam secara massif maka dibuatkan 4 buah 
kandang semi permanen, dengan kapasitas 3000 ekor ayam setiap kandang.
b. Pengelola (SDM)
Untuk pengelolaan ayam pedaging ini, pihak pesantren telah memakai 
SDM yang siap ditraining dan berkonsentrasi dalam tugas sehari-hari untuk 
mengurus makanan dan minuman ayam dan untuk menjaga agar kandang 
selalu terjaga dari jangkauan masyarakat, sehingga ayam bisa tumbuh 
dengan normal.
c. Suplai bibit dan makanan
Untuk kebutuhan pengadaan bibit, pakan ayam pedaging akan 
diadakan kerjasama dengan satu perusahaan yang disamping perusahaan 
tersebut memasok bibit, juga memasok pakan yang dibutuhkan, demikian 
juga dengan jenis pestisida dan disinfektan.
d. Suplai air minum
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Untuk ketersediaan air minum dan kebutuhan lainnya, dilakukan 
dengan melalui dua jenis sumber mata air, satu sumber air dari sungai dan 
lainnya dari mata air pegunungan. Hal ini sangat mendukung untuk 
ketersediaan kebutuhan air dalam pengelolaan ayam pedaging tersebut.
e. Panen
Ayam pedaging sudah dapat dipanen setelah dibesarkan sekitar 40 
hari, sehingga dengan tersedianya 4 buah kandang, maka pemasokan bibit 
dilakukan dengan 4 tahap sehingga setiap selang 10 hari bisa dilakukan 
panen ayam pedaging. Dengan sistem ini maka ketersediaan ayam tidak 
pernah kosong. Sehingga peternakan ayam pedaging melakukan panen 2 
bulan sekali/ satu tahun 6 kali panen.
f. Pemasaran
Pemasaran Ayam pedaging akan dilakukan dengan :
1. Menjual langsung ke konsumen
2. Menjual ke pedagang perantara, kemudian menjualnya ke konsumen.
3. Menjual ke pedagang besar, kemudian ke pedagang pengecer.
Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan ayam  yang 
sudah bekerjasama dengan pihak pengelola ayam pedaging lain langsung mendatangi 
peternak ayam untuk membeli ayam yang sudah siap untuk dijual. Perusahaan ini 
disamping sebagai pemasok bibit dan pakan, juga sebagai pembeli ayam untuk dijual 
lagi ke pedagang pengecer dengan jumlah permintaan masih jauh lebih tinggi 
dibanding dengan ketersediaan ayam. 
Peternakan ayam Yayasan Perguruan al-Mubarak berjalan mulai Tahun 2012 
dengan perkembangan usaha sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 4.6
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Tahun 2012
Bibit 
Ayam
Modal= 
bibit+pemeliharaan 
(Rp.7000+Rp.13.000= 
Rp. 20.000)
Penjualan
Rp. 26.000/ekor
Keuntungan
Rp. 6000/ekor
10.000 
ekor
Rp. 20.000x 10.000ekor 
= 200.000.000 
Rp. 26.000x9.600ekor  
=Rp.249.600.000
Rp.49.600.000
Tahun 2013
12.000 
ekor
Rp. 20.000x 12.000ekor 
= 240.000.000 
Rp. 26.000x11.800 ekor 
=Rp.306.800.000
Rp.66.800.000
Tahun 2014
11.000 
ekor
Rp. 20.000x 11.000ekor 
= 220.000.000 
Rp. 26.000x5600 ekor 
=Rp.145.600.000
Rp.-74.400.000
Tahun 2015
10.000 
ekor
Rp. 20.000x 10.000ekor 
= 200.000.000 
Rp. 26.000x135 ekor 
=Rp. 3.510.000
Rp.-196.490.000
Memperhatikan tabel tersebut di atas maka dipahami bahwa, peternakan ayam 
pedaging Pesantren Al-Mubarak pada mulanya berjalan sesuai dengan ekspektasi 
yang diharapkan hingga tahun 2014. Sebagaimana Tahun 2012 pihak nazhir 
mengklaim mendapatkan keuntungan bersih dari usaha peternakan ayam pedaging 
tersebut menembus angka hingga Rp.50.000.000. Begitu pula pada tahun 2013 
mengalami peningkatan yang signifikan yang mencapai keuntugan bersih Rp. 
67.000.000.
Berdasarkan grafik tersebut, kondisi peternakan ayam yang pada awal 
pembentukannya mengalami perkembangan yang baik, dan dapat memberikan 
kontribusi yang cukup signifikan untuk pihak pesantren. Namun, dalam proses 
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perkembangannya peternakan ayam tersebut mengalami penurunan tiap tahunnya 
disebabkan beberapa faktor.
Sebagaimana dipahami bahwa suatu usaha memiliki tingkat reesiko atau 
akibat kemungkinan yang dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang 
berlangsung maupun suatu usaha yang akan datang. Sifat dari resiko usaha itu sendiri 
adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Tentu saja resiko usaha 
tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku bisnis. Namun, resiko usaha itu sendiri tidak 
bisa dihindarkan.
Resiko usaha biasanya mucul karena muncul karena faktor pelaku bisnis itu 
sendiri dan pula karena kegiatan dan keputusan yang diambil dalam kegiatan rutinitas 
sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, tergantung dari usaha 
yang digunakan dan bagaimana cara menjalankan usaha tersebut.
Menurut Abbas Salim, ada 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian yang 
nantinya akan menyebabkan resiko kerugian. Ketidakpastian tersebut dapat 
disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
2. Ketidakpastian Ekonomi
Banyak resiko yang dihadapi perusahaan itu bersifat ekonomi. misalnya 
resiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan 
perusahaan individu dsb.
3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam
Resiko yang terjadi di luar pengetahuan dan kemampuan manusia.
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4. Ketidakpastian oleh perilaku manusia
Resiko yang disebabkan oleh tindakan orang-orang menciptakan kejadian  
yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan.15
Akhir tahun 2014 sampai akhir tahun 2015 bisnis usaha peternakan ayam 
petelur Yayasan Perguruan al-Mubarak mengalami musibah dan pada akhirnya 
dihentikan. Pada tahun 2004, 11000 ekor bibit ayam pedaging yang memakai modal 
yang besar terserang virus flu burung hingga yang bertahan hanya sekitar 5600 ekor, 
artinya hampir separuhnya terserang penyakit dan mati. Puncaknya Tahun 2015 
sekitar 10.000 ekor bibit ayam pedaging kembali dibeli dengan harapan usaha 
peternakan tersebut bisa kembali bangkit, akan tetapi kenyataan berkata lain lebih 
dari 90% bibit ayam kembali terserang virus flu burung dan mati bahkan ada yang 
dimusnahkan.
Dengan kondisi peternakan ayam pedaging yang tidak lagi produktif, maka 
pihak nazahir memutuskan untuk mencari solusi yang tepat dan untuk sementara 
menghentikan peternakan ayam tersebut, dan mengalihkan sebagian omset 
peternakan ayam yang masih tersisa untuk digunakan pada usaha mini market.
C. Pemanfaatan Wakaf Poduktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada 
Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone.
Wakaf yang dijalankan oleh Pesantren Al-Mubarak termasuk wakaf
khairi. Hal ini dikarenakan hasil dari wakaf produktif yang dikelola  seluruhnya 
digunakan untuk menghidupkan lembaga pendidikan. Pemanfaatan hasil wakaf 
15Zahir, mengenal resiko usaha, http://zahiraccounting.com/id/blog/mengenal-resiko-usaha/. Di 
akses pada tanggal 10 oktober.
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produktif tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pondok pesantren dan 
kebutuhan santriwan dan santriwati yang dibiayai oleh dana yayasan yang berasal 
dari pengelolaan wakaf secara produktif. Selain itu dapat pula digunakan untuk 
masyarakat luas.
Sebagaimana pernyataan Abd. Khalid yaitu 
Sebagai lembaga pesantren maka  sasarannya harus berfungsi ganda yaitu 
Akses ke Pondok Pesantren, dalam hal ini mampu membiayai kegiatan 
pondok pesantren  dan akses ke masyarakat.16
Dalam hasil pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf pada pesantren di 
kategorikan menjadi dua yaitu 
1. Pemanfaatan secara Internal
Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara Internal yaitu pemanfaatan 
yang ditujukan dalam pesantren itu sendiri dan hasilnya dirasakan oleh internal 
pesantren. Yang termasuk kategori dalam pemanfaatan internal yaitu pemanfaatan 
untuk biaya operasional pesantren, dalam hal ini seperti majelis taklimnya, 
pengajian dan ustazh maupun ustazahnya karena kegiatan-kegiatan tersebut tidak 
dibiayai oleh dana bos. Sebenarnya bisa saja pihak pesanten membebankan 
kepada santri-santri, tetapi tidak dilakukan oleh pihak pesantren.
2. Pemanfaatan secara Eksternal
Yang dimaksud dengan pemanfaatan ini yaitu manfaat yang dirasakan 
oleh masyarakat di luar Pesantren. Oleh karena, manfaat wakaf produktif bukan 
hanya dirasakan oleh pihak pesantren saja tetapi secara tidak langsung 
memberikan dampak kepada masyarakat yaitu
16Asdin Nurdin, Nazhir  (Sekertaris), wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 
2016 di Rumah.
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a. Beasiswa
Beasiswa yang diberikan kepada siswa yang dilihat kurang mampu 
oleh pihak pesantren. Tetapi beasiswa tersebut, bukan berupa uang tunai tapi 
berupa barang. Barang yang dibutuhkan oleh siswa. Oleh karena, berdasarkan 
pengalaman pihak pesantren, jika berupa uang, banyak orangtua yang 
menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, seperti membeli beras atau 
telur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak mereka gunakan 
untuk keperluan sekolah anak mereka. Oleh karena itu, pihak pesantren 
berinisiatif untuk mengamati atau melihat apa-apa yang dibutuhkan siswa 
nanti dipenuhi menggunakan dana wakaf produktif.17
Menurut santri pada Pesantren Al-Mubarak, beasiswa tersebut 
diberikan sekali dalam setahun dan diberikan setelah libur semester yang 
dapat mereka guanakan pada saat masuk tahun ajaran baru.18 Barang tersebut 
berupa alat tulis menulis, tas, atau sepatu. 
Pemberian barang dinilai efektif oleh pihak pesantren karena barang-
barang tersebut langsung bias dipakai oleh santri dan dinilai langsung tepat 
sasaran. Sehingga santri langsung terpenuhi kebutuhan sekolahnya tanpa 
membebani orangtua mereka. Mengenai syarat untuk memperoleh besasiswa 
tersebut, pihak pesantren tidak menetapkan persayaratan khusus. Tapi 
diutamakan orang yang kurang mampu pada sisi ekonomi.
b. Kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
17Abd. Halid, Direktur Pondok Pesantren Al-Mubarak, wawancara dengan penulis pada tanggal 
8 Agustus 2016 di Pondok Pesantren Al-Mubarak, Kecamatan Sibulue.
18Dewi, Santri, wawancara dengan penulis pada tanggal 10Agustus 2016 di Pondok Pesantren 
Al-Mubarak, Kecamatan Sibulue.
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Secara tidak langsung wakaf produktif berupa mini market dan 
peternakan ayam yang berdiri pada Pesantren Al-Mubarak dapat membantu 
masyarakat dalam memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Karena seperti 
diketahui akses masyarakat untuk keluar dari desa terbilang sulit. Hal tersebut 
pula yang dijadikan peluang bagi pihak Pesantren Al-Mubarak mendirikan 
mini market.
Oleh karena itu sesuai dengan yang dijadikan sasaran pasar dalam 
mini maket memang adalah santri dan masyarakat di sekitar pesantren.  
Mereka tidak perlu ke luar desa untuk membeli barang-barang kebutuhan 
sehari-hari mereka. 
c. Menyediakan fasilitas pinjaman bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Sibulue, 
bahwa sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian petani.19 Maka 
sangatlah wajar apabila penghasilkan mereka sangat bergantung pada hasil 
panen. Oleh karena itu, pihak bersedia memberikan pinajaman bagi 
masyarakat. Bagi petani yang membutuhkan barang namun kekurangan dari 
segi keuangan. Pihak pesantren bersedia meminjamkan terlebih dahulu, 
setelah panen baru kemudian mereka membayarnya. 
d. Pupuk Organik
Manfaat kotoran ayam sebagai pupuk organik sudah bukan rahasia 
umum lagi. Kotoran ayam tersebut dapat dijadikan pupuk organik yang 
digunakan untuk bercocok tanam. Hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat 
dengan memperoleh pupuk organik dari peternakan ayam yang diberikan 
19 Dokumen dari Kantor Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
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secara gratis untuk masyarakat petani yang akan mereka gunakan untuk lahan 
pertanian mereka.
3. Target Group pada Wakaf Produktif di Pesantren Al-Mubarak
Target grup merupakan sekumpulan orang-orang yang dijadikan sasaran 
untuk wakaf produktif. Dengan kata lain, orang-orang yang dapat menikmati 
manfaat dari wakaf produktif tersebut. Target group untuk w akaf  produktif pada  
Pesantren Al-Mubarak yaitu
a. Santri 
Bantuan yang diberikan kepada santri-santri berupa beasiswa. 
Beasiswa yang diberikan merupakan beasiswa kurang mampu. Yang memang 
rata-rata santri pada pesantren Al-Mubarak tergolong kurang mampu bahkan 
ada yang tergolong miskin. Oleh karena, orangtua santri kebanyakan hanya 
bermata pencaharian sebagai petani dan hanya mengandalkan hasil panen dari 
pertanian mereka.
Beasiswa yang diberikan masih sebatas pada Madrasah Tsanawiyah 
dan Madrasah Aliyah Al-Mubarak., sejauh ini belum melingkupi Madrasah 
Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah Al-Mubarak.  Beasiswa tersebut diberikan 
secara bertahap pada santri-santri.  Berikut nama-nama santri yang diberikan 
beasiswa yaitu
Table 4.6 Nama-nama santri penerima beasiswa Mts Al-Mubarak  
N
o Nama
Alamat 
rumah
Jarak 
rumah
Ke 
sekolah
Alat 
transport
Yang di 
gunakan
Pekerjaa
n
Orang 
tua
Ket.mampu/
Miskin
1.
Muh.sahir
Aswar
Kessi
Kessi
3 km
3 km
Naik 
motor Petani Kurang 
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Suleha
Mila karmila
Sitti sahara
Satriani
Erniati
Andry syam
Atom maskara
Hamza
Yuliana
Suhartina sabbi
Syahrilwan
Musdalipa
Yusrianti
Fatmawati
Muh.akmal
Muh.syafik 
akmal
Rahmat ramli
Faisal
Arfiana
Muh.asrul
Kessi
Kalibing
Kalibing
Kalibong
Kalibong
Jampalenna
Jampalenna
Tengge
Jampalenna
Cinnong
Tempe-
tempe
Cinnong
Jampalenna
Jampalenna
Jampalenna
Jampalenna
Cinnong
Cinnong
Jampalenna
Jampalenna
3 km
2 km
2 km
2 km
2 km
0 km
0 km
0 km
O km
0 km
3,5 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
0 km
Naik 
motor
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Naek 
motor
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Wiraswas
ta
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
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Table 4.7 Nama-nama santri penerima beasiswa MAN Al-Mubarak  
N
o
Nama Alat rumah Jarak 
rumah
Ke 
sekolah
Alat 
transport
Yang di 
gunakan
Pekerjaa
n
Orang 
tua
Ket.mampu/
Miskin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A.Evi 
Karmilasari
Anggung 
Harnengsi
Ardi jumadil
Asrina
Habrianti
Asdiansar
Herman.j
Irwana
Kartini
Lisda
Rusnawati
Ds.pattioriol
o
Kessi
Desa 
cinnong
Kessi
Desa 
cinnong
Desa 
cinnong
Desa 
cinnong
Jampalenna
Jamplenna
Jampalenna
Jampalenna 
Jampalenna 
9 km
3 km
0 km
3 km
0 km 
0 km 
0 km
 
0 km
 0 km
0 km
0 km
0 km
Naek 
motor
Naek 
motor
Jalan 
kaki
Naek 
motor
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Jalan 
kaki
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani 
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
miskin
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
Kurang 
mampu
b. Masyarakat 
Selain santri, masyarakat yang berada di sekitar lokasi wakaf  
produktif juga merupakan target group atau sasaran dari peruntukan wakaf 
produktif. Walaupun, hasil dari wakaf produktif belum secara langsung 
menyentuh ekonomi masyarakat.  Namun, yang diharapkan bahwa manfaat 
tersebut dapat terus dirasakan masyarakat secara berkesinambungan. 
Mengenai masyarakat yang menerima bantuan dari wakaf produktif,  
berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti tidak memperoleh data yang 
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secara khusus mecantumkan nama ataupun daftar masyarakat yang 
memperoleh bantuan dari wakaf produktif.  
D. Faktor Penghambat dan Upaya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf 
Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren 
Al-Mubarak, Kec. Sibulue, Kabupaten Bone.
Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam 
memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran 
penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang 
paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai 
pendidikan Islam dan kesehatan. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan 
oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan 
sosial, keagamaan maupun kegiatan akademik. 
Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif 
belum maksimal, sehingga wakaf produktif yang diharapkan akan mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal.  
Tidak terkecuali yang terjadi pada Kabupaten Bone pada umumnya dan pada 
Pesantren Al-Mubarak pada  khususnya, yang wakaf produktifnya cenderung tidak 
mengalami perkembangan. Hal tersebut menurut pengamatan peneliti dikarenakan 
terdapat beberapa faktor yaitu
1. Pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif
Pada umumnya wakif mewakafkan tanahnya berupa benda tak bergerak, 
dikarenakan pemahaman mereka yang sempit tentang peruntukan wakaf. Sehingga 
hasil yang dari wakaf masih kurang menyentuh masyarakat. Kurangnya aspek 
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pemahaman yang utuh tentang wakaf disebabkan karena masyarakat belum 
menyadari akan pentingnya wakaf dalam mesejahterakan masyarakat banyak. 
Sebagaimana menurut Taufik Raden mengatakan bahwa :
“Perkembangan wakaf di Kabupaten Bone pada umumnya masih 
nonproduktif. Pemahaman masyarakat tentang wakaf masih didominasi untuk 
tempat ibadah”.20
Sempitnya pemahaman masyarakat di sini, bukan cuman dari pihak wakif 
tetapi juga pihak masyarakat pada umumnya. Yang masih menganut pemahaman 
tradisional. Mereka beranggapan wakaf hanya mampu menghasilkan pahala berupa 
shadaqah jariyah bagi wakif tanpa disertai dengan peningkatan ekonomi masyarakat.
Sebagaimana menurut Ham. Isra M mengatakan bahwa :
“Mindset masyarakat yang beranggapan bahwa peruntukan tanah wakaf harus 
sesuai dengan niat wakifnya. Padahal ada masyarakat yang memiliki 
kemampuan untuk memberdayakan wakaf sehingga mampu memiliki dampak 
ekonomi secara langsung ke masyarakat”.21
            Kondisi tersebut disebabkan pola dan sistem yang digunakan selama ini 
memang masih sangat tradisional dan monoton, sehingga dalam pikiran masyarakat 
umum sudah terbentuk image bahwa wakaf itu hanya  diperuntukan pada wilayah-
wilayah yang non ekonomi. Padahal bisa saja harta wakafnya diberdayakan dengan 
cara mengembangkan harta tersebut, walaupun jenis wakafnya berupa tempat ibadah. 
Misalnya dengan membangun mini market atau koperasi di sekitar mesjid ataupun 
bila mesjidnya memiliki beberapa lantai, biasa saja lantai dasanya dapat disewakan 
untuk kegiatan-kegiatan tertentu tanpa mengurangi esensinya sebagai tempat ibadah.
2. Profesionalisme nazhir (pengelola wakaf dalam manajemen yang digunakan)
20Taufik Raden, Kepala Seksi Bimas Islam, wawancara dengan penulis pada tanggal 29 
September di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bone.
21Ham Isra M, Kepala KUA Kecamatan Tellusiattinge, wawancara dengan penlis  pada 
tanggal 1 Agustus 2016 di Kantor KUA Kecamatan Tellusiattinge.
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Peran nazir wakaf  dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif 
sangat dibutuhkan. Nazir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai 
tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf 
serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Sering kali 
harta wakaf dikelola oleh nadzir yang tidak mempunyai kemampuan memadai, 
sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan tidak memberikan manfaat 
bagi sasaran wakaf.
Adanya kebiasaan masyarakat yang mewakafkan sebagian hartanya dengan 
mempercayakan penuh kepada seorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat 
sekitar seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain lain untuk mengelola harta wakaf sebagai 
nazhir. Bahkan ada juga wakif yang menunjuk keluarganya sebagai nazhir. Dalam hal 
ini wakif tidak mengetahui tentang kemampuan yang dimiliki nazhir. Dalam 
kenyatannya, banyak para nazhir tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial 
dalam pengelolaan tanah ataupun bangunan.
Keyakinan yang sudah menjadi tradisi di masyrakat bahwa wakaf diserahkan 
kepada tokoh masyarakat atau lainnya, sementara orang yang diberi amanat untuk 
mengelola wakaf belum tentu memiliki kemampuan untuk mengurusnya. Hal ini 
merupakan salah satu kendala yang besar dalam rangka memberdayakan wakaf 
secara produktif.
Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, wakaf 
harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Baik tanggungjawab 
kepada Allah swt. secara pribadi maupun lembaga yang telah memberikan wewenang 
dan tanggungjawab untuk mengelola wakaf produktif tersebut. 
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Padahal sebagai lembaga  masyarakat dan ditugasi untuk mengelola benda 
wakaf, apalagi wakaf produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi yang 
sistematis. Hal tersebut dilakukan agar pengawasan kegiatan dan keuangan dapat 
dilakukan secara efektif dan akurat.
Sebagai lembaga masyarakat dan ditugasi untuk mengelola benda wakaf, 
apalagi wakaf produktif, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen 
dalam menjalankan tugasnya. Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya 
agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efesien. 
Namun dari hasil penelitian yang terjadi dilapangan, fungsi manajemen yang 
menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif belum terlaksana dengan 
baik. Hal tersebut menurut peneliti menjadi faktor  utama yang menyebabkan tidak 
berkembangnya wakaf produktif pada Pesanten Al-Mubarak. Fungsi manajemen 
tersebut terdiri dari :  
a. Perencanaan (Planning)
Dalam hal ini memikirkan apa yang dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. 
Para nazir di Pesantren Al-Mubarak harusnya dapat memaksimalkan pengelolaan 
wakaf produktif yang dimiliki supaya wakaf produktif dapat berkembang dan dapat 
lebih bermanfaat untuk kesejahteraan pesantren pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya.
b. Pengorganisasian (Organizing)
Berdasarkan fakta diapangan, peneliti mendapatkan kurang terorganisasinya 
atau struktur oragnisasi nazhir tidk dijalankan sebagaimana mestinya. Tugas dan 
tanggungjawab yang semestinya menjadi masing-masing anggota, tidak dijalankan 
dengan baik.
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c.  Pengimplemtasian (Directing)
Implementasian dilakukan ketika ada rencana yang akan dijanlankan. Pada 
kenyatannnya, para nazhir di Pesantren Al-Mubarak belum ada rencana untuk 
mengembangkan wakaf produktif. Karena kurangnya dana dan SDM yang kurang 
memadai untuk mengelola wakaf tersebut.
d. Pengendalian dan Pengawasan (Controlling)
Dalam hal ini proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian 
kegiatan yang teah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementsikan bisa 
berjalan sesuai dengan target yang diharpakn sekalipun berbagai perubahan terjadi. 
Dalam pengelolaan wakaf produktif di Pesantren Al-Mubarak ini, pengendalian dan 
pengawasannya kurang diperhatikan. Tidak ada evaluasi dalam pengelolaan wakaf 
produktif sehingga tidak diketahui apakah nazhir dalam menjalankan tugasnya 
berhasil atau belum.
e. Pelaporan
Pelaporan merupakan suatu mekanisme dan proses memberikan keterangan 
dan penjelasan disertai dengan berbagai macam bukti mengenai suatu bentuk jenis 
usaha tertentu. Pelaporan dilakukan oleh pelaku jenis usaha kepada pihak-pihak usaha 
tersebut. Dalam konteks pmberdayaan wakaf produktif, pelaporan bantuan 
pemberdayaan wakaf produktif dilakukan oleh nazir kepada Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI.22
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Nomor Dj. 
II/503 Tahun 2007 Tentang pengelolaan bantuan pemberdayaan wakaf produktif 
22Kementrian Agama RI, Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif 
(Jakarta:Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012),  h. 51
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disebutkan bahwa pelaporan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban nazir 
mengenai bantuan pemberdayaan wakaf produktif dilakukan melalui tiga cara yaitu 
pertama, nazir menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan secara berkala setiap 3 
(tiga) bulan, dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana kepada Direktur 
Jenderal. Kedua, nazir menyampaikan laporan hasil keuntungan pemberdayaan 
direktur jenderal setiap 6 (enam) bulan baik dalam pengelolaan barang maupun jasa 
yang dialokasikan untuk kepentingan kebajikan dan ketiga, setelah capaian Break 
Even Point/BEP (masa titik impas), nazir harus melaporkan keapada Direktur 
Jenderal.
Disamping itu, pelaporan juga dapat dianggap perlu dan penting disampaikan 
kepada pihak masyarakat untuk lebih menekankan sisi tanggungjawab yang amanah 
mengenai pemberdayaan wakaf produktif yang ada disekitar mereka. Laporan 
tersebut dapat disampaikan secara lisan dalam berbagai forum masyarakat, seperti 
rapat/musyawarah desa atau juga forum-forum lain yang dianggap patut dan layak. 
Pelaporan tersebut tidak dilakukan oleh nazir pada Pesantren Al-Mubarak, hal 
tersebut menurut peneliti merupakan salah satu hal yang menyebabkan tidak 
berkembangnya Pesantren Al-Mubarak. Padahal pihak pesantren telah mendapat surat 
teguran dari Kementrian Agama dikarenakan dana yang digunakan untuk 
membangun  wakaf produktif tersebut merupakan dana bantuan pemberdayaan wakaf 
produktif yang harus memiliki laporan pertanggungjawaban. 
3. Kurangnya Peran Pemerintah
Dalam hal ini belum adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh 
Pemerintah untuk nazir dan kurangnya pengawasan terhadap benda wakaf sehingga 
harta wakaf di Kabupaten Bone relatif tidak bekembang. Seperti pernyataan salah 
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satu nazhir di Pesanten, bahwa dia tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk 
nazhir.23
Dari hambatan yang dihadapi di atas dalam pengelolaan wakaf produktif 
adapun upaya yang dilakukan yaitu
1. Sosialisasi ke Masyarakat
Melakukan sosialisasi tentang wakaf produktif ke masyarakat. Berupaya 
mengubah paradigma masyarakat tentang wakaf produktif bahwa wakaf bukan hanya 
wakaf tempat ibadah semata dan pendidikan tetapi bisa diarahkan pada hal-hal yang 
produktif.  Padahal potensi wakaf lebih besar dibandingkan zakat jika bisa terkelola 
dengan baik. Dan hal ini sedang dilakukan oleh pihak Kemenag ke Mesjid-mesjid 
dan KUA setempat. 
2. Regulasi Perundang-undangan 
Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 merupakan titik tolak 
peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia pada umumnya, ke arah yang 
lebih produktif. Pemberdayaan yang dimaksud mengandung pemahaman yang 
komprehensif dengan dimensi yang sangat luas. Benda wakaf mencakup harta tidak 
bergerak maupun yang bergerak, dikelola oleh nazhir yang berbentuk lembaga khusus 
bidang perwakafan, dilakukan pengembangan hata wakaf, dan pendistribusiannya 
pun tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja.
3. Terbentuknya Forum Nazhir
Nazhir sebagai ujung tombak pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan 
23Asdin Nurdin, Nazhir  (Sekertaris), wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 
2016 di Rumah
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profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan dan orientasi. Dalam hal ini 
kualitas nazhir terus ditingkatkan dengan memberikan arahan dan motivasi dalam 
rangka melakukan pembenahan, baik menyangkut manjaerial maupun skill individu 
yang sangat menentukan dalam pemberdayaan wakaf secra produktif.
Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama, membentuk 
Forum Nazhir pada tahun 2016 yang di ketuai langsung oleh KASI Bimas Islam.  
Tugas dan Kewajiban forum nazhir yaitu
1) Menyelenggarakan pembinaan tentang tugas dan kewajiban nazhir.
2) Membahas dan merumuskan masalah pemanfaatan tanah wakaf.
3) Menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mengenai 
pengelolaan tanah wakaf.
4) Memberikan masukan atau gagasan mengenai pengelolaan tanah 
wakaf.
5) Membantu menjembatani penyelesaian permaslahan pengelolaan tanah 
wakaf.24 
Demikian berbagai permasalahan dan solusi yang dihadapi pada uapaya 
pemberdayaan wakaf produktif yang penulis temukan dilapangan di dalam penelitian 
ini. 
24Surat Keputusan Kepala Kantor Kepmentrian Agama Kabupaten Bone, Nomor 589 Tahun 
2016, Tentang Pembentukan Forum Nazhir Tingkat Kabupaten Bone masa bhakti 2016-2019. 
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 BAB V
PENUTUP
A.  Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam pembahasan ini, penulis 
menyimpulkan sebagai jawaban atas rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak mini market dan 
peternakan ayam yang didirikan dengan bantuan dana dari pemerintah melalui 
dana pemberdayaan wakaf produktif.
2. Pemanfaatan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada 
Pesantren Al-Mubarak. Sebagai lembaga pendidikan maka sasarannya 
berfungsi ganda yaitu dapat memberikan manfaat secara internal maupun 
eksternal.
a. Pemanfaatan secara internal dalam hal ini yaitu pemanfaatan yang 
ditujukan dalam dalam pesantren itu sendiri dan hasilnya dirasakan oleh 
internal pesantren. Yang termasuk kategori dalam pemanfaatan internal 
yaitu pemanfaatan untuk biaya operasional pesantren, dalam hal ini seperti 
majelis taklimnya, pengajian dan ustazh maupun ustazahnya karena 
kegiatan-kegiatan tersebut tidak dibiayai oleh dana bos. Sebenarnya bisa 
saja pihak pesanten membebankan kepada santri-santri, tetapi tidak 
dilakukan oleh pihak pesantren.
b. Pemanfaatan secara eksternal karena wakaf produktif bukan hanya 
dirasakan oleh  pihak pesantren saja tetapi secara tidak langsung 
memberikan dampak kepada masyarakat berupa beasiswa yang diberikan 
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kepada santri, menyediakan fasilitas pinjaman bagi masyarakat, dan pupuk 
organik yang diberikan secara gratis kepada para petani.
3. Hambatan dan Solusi dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif di 
Kabupaten Bone yaitu
a. Hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan  wakaf produktif di 
Kabupaten Bone yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf 
produktif, lemahnya profesionalisme nazhir, dan kurangnya perhatian 
pemerintah terhadap pengembangan lembaga wakaf.
b. Solusi dalam pengelolaan dan pemanfaatan  wakaf produktif di 
Kabupaten Bone yaitu sosialisasi tentang wakaf produktif, regulasi 
perundang-undangan wakaf, dan terbentuknya forum nazhir.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis mengharapkan 
bahwa hasil penelitian ini berimplikasi sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan sosialisasi wakaf sebagai bentuk proses penyadaran dan perlu 
dilakukan upaya pemberdayaan seperti melalui pelatihan dan perbaikan 
manajemen SDM wakaf melaui rekruitmen nazhir, pengembangan ke arah 
yang produktif, sehingga pendistribusiannya lebih memberikan dampak 
ekonomi ke masyarakrat.
2. Perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang mengurusi masalah 
perwakafan sehingga tercipta kesamaan pola pikir yang searah dalam hal 
pengelolaan dan praktek perwakafan yang benar.
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